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KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kita  panjatkan ke hadirat  Allah  SWT,

Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya

sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

di  Banda  Aceh  dapat  merampungkan  Laporan

Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025.

Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban

atas  pelaksanaan  anggaran  dan  tugas  sesuai

dengan  DIPA  2025,  dengan  mengacu  pada

Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014,

PermenPAN-RB  Nomor  53  Tahun  2014,  dan

Keputusan  Kepala  BPOM  Nomor  83  Tahun  2024  tentang tata  kelola  SAKIP  di

lingkungan BPOM.

Pada periode ini, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai angka 103,68

dengan predikat “Istimewa.” Hasil  tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan

program dan sinergi antarunit kerja yang berjalan dengan baik. 

Realisasi anggaran hingga akhir Triwulan III tercatat sebesar Rp 11.438;453.503.- dari

total pagu Rp19.936.291.000.- (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam

juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), atau sebesar 57,38%. Meskipun masih

tergolong  rendah,  capaian  indikator  kinerja  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan

kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan

capaian output yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang efisien

dan sesuai dengan perencanaan.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menyelesaikan proses penilaian oleh Tim

Penilai Nasional (TPN) dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM), yang hasilnya akan diumumkan pada akhir tahun. 

Kami menyadari bahwa capaian ini belum sepenuhnya sempurna. Beberapa indikator

belum dapat  disimpulkan atau masih menunggu penilaian di  Triwulan IV,  seperti

Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc
Kepala BBPOM di Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pengendalian  AMR,  Pelaporan  KTD/ESO,  Persentase  Kabupaten/Kota  yang

didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Zona Integritas, AKIP,

Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Manajemen Risiko. 

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut

mendukung pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan

produk  Obat dan  Makanan yang aman, berkualitas,  serta bermanfaat.  Semua ini

diperkuat melalui strategi preventif, pengawasan, penindakan, dan internalisasi nilai-

nilai reformasi birokrasi dengan semangat “KolaborAksi Siap WBBM”.

Kami berharap laporan ini  dapat  menjadi  referensi  dalam perencanaan strategis,

penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani,  serta  menjadi  sumber

informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita menuju masyarakat

sehat dengan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing

menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Banda Aceh,

 

 ${ttd}

    Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai 

Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan 

perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh. 

Laporan ini memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang 

memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian 

Kinerja tahun 2025. 

Pimpinan telah melakukan dialog kinerja kepada fungsi-fungsi di UPT sehingga 

kinerja organisasi dapat diukur dan dinilai dengan baik secara akuntabel.  

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada tanggal 

29 Agustus 2025 telah menandatangani Revisi Perjanjian Kinerja yang memuat 28 (Dua 

puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) untuk mencapai 8 (delapan) Sasaran 

Kegiatan. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Triwulan III sebesar 103,68 dengan 

predikat Istimewa.  

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, 

terdapat 10 (sembilan) indikator kinerja dengan kategori 

Sangat Baik, 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori 

Baik, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori Tidak 

dapat disimpulkan, 1 (satu) indikator kinerja dengan 

kategori Cukup dan 8 (delapan) indikator kinerja yang 

belum ada penilaian (baru dinilai pada TW IV).  

CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS 

Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan III Tahun 2025 berhasil 

menunjukkan kinerja organisasi yang sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi 



 

 

 (NKO) sebesar 103,68% dan memperoleh predikat Istimewa. 

Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan 

program strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan 

obat dan makanan, meskipun masih terdapat beberapa 

indikator yang memerlukan peningkatan pada triwulan 

berikutnya. 

Kinerja strategis Balai Besar POM di Banda Aceh didukung 

oleh delapan Sasaran Kegiatan, di mana fokus utama pada 

Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan) memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian organisasi. Dari 

15 indikator kinerja pada sasaran ini, 8 indikator berkategori Sangat Baik, 1 indikator 

Baik, 3 indikator Tidak Dapat Disimpulkan, dan 3 indikator lainnya akan dinilai pada 

Triwulan IV. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target strategis telah 

tercapai dan bahkan melampaui rencana yang ditetapkan. 

Peningkatan kinerja juga ditunjukkan pada pengawasan sarana produksi dan 

distribusi, baik untuk sediaan farmasi maupun pangan olahan, dengan capaian di atas 

100%. Selain itu, kegiatan pengawasan iklan produk dan label tembakau/rokok 

elektronik menunjukkan kepatuhan yang semakin baik. Beberapa indikator seperti 

pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD/ESO) dan pengendalian resistensi 

antimikroba (AMR) masih dalam tahap pengumpulan data dan akan dievaluasi pada 

akhir tahun. 

Capaian strategis ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antar bidang, 

pelaksanaan sampling berbasis risiko, serta komitmen pegawai dalam menjaga 

ketepatan waktu pelaporan hasil uji meskipun menghadapi kendala teknis seperti 

keterbatasan reagen dan perawatan alat laboratorium. Pengelolaan risiko dilakukan 

secara proaktif melalui pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian strategi 

pengawasan agar tetap efisien dan akuntabel. 

Secara umum, hasil capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan 

bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil melaksanakan mandat 

pengawasan obat dan makanan dengan efektivitas tinggi. Kinerja yang dicapai tidak 



 

 

 hanya menggambarkan keberhasilan operasional, tetapi juga memperlihatkan 

komitmen institusi dalam mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan dan 

ketahanan pangan. Dengan capaian ini, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis 

mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada Triwulan IV dan 

mencapai target tahunan sesuai Rencana Strategis Tahun 2025 

 

Bagan 1. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III terhadap Capaian Kinerja periode 

sebelumnya 

Pada Triwulan III, nilai NKO berada pada angka 103,68%, sedikit menurun 

dibandingkan triwulan sebelumnya namun tetap berada di atas target dengan predikat 

Istimewa. Capaian NKO Triwulan III menurun dibandingkan Triwulan II sebesar 2,39 

poin dikarenakan ada dua indikator kinerja yang tidak mencapai target di Triwulan III 

ini. Namun, penurunan ini bersifat wajar karena beberapa indikator kinerja masih 

menunggu hasil akhir pengukuran di Triwulan IV. 

SASARAN KEGIATAN 1 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN 

SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT 

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT dilaksanakan untuk menjamin 

mutu, keamanan, dan manfaat produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, 

kosmetik, serta pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pada Triwulan III tahun 



 

 

 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan pencapaian yang sangat 

membanggakan dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan I, yaitu meningkatnya 

efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja 

UPT. Keberhasilan ini tercermin dari capaian indikator kinerja yang tidak hanya 

memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. 

Indikator kinerja utama, yaitu persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, berhasil mencapai capaian sebesar 102,47%. Hal ini 

menunjukkan efektivitas proses sampling, pengujian, pelaporan, dan tindak lanjut 

yang dilakukan secara konsisten dan sesuai pedoman. Sebanyak 324 sampel sediaan 

farmasi berhasil disampling dan diuji, mencakup obat, obat bahan alam, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik. Seluruh proses dilakukan dengan ketepatan waktu dan 

akurasi tinggi, meskipun menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan reagensia 

dan kerusakan alat laboratorium. Dedikasi para penguji yang rela bekerja di luar jam 

kerja menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. 

Strategi sampling yang berbasis kajian risiko dan isu pangan terkini, serta 

koordinasi lintas tim, menjadi kunci keberhasilan dalam pengawasan pangan olahan. 

Peningkatan signifikan juga terjadi pada ketepatan waktu pelaporan, dari 33.33% di 

TW II menjadi 79.35% di TW III. 

Meskipun indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan 

KTD/ESO belum memiliki capaian pada TW III, Balai Besar POM telah melakukan 

langkah strategis melalui kegiatan KIE Farmakovigilans kepada 45 fasilitas 

kesehatan. Pemberian akses sistem pelaporan e-MESO dan monitoring intensif dari 

April hingga Desember 2025 diharapkan mampu mendorong peningkatan pelaporan 

pada TW IV. 

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan I tidak lepas dari sinergi antar 

bidang inspeksi dan pengujian, perencanaan yang matang, serta komitmen seluruh 

tim dalam menjalankan tugas. Pengelolaan risiko operasional seperti keterbatasan 

sarana prasarana dan kendala pelaporan juga telah ditangani secara efektif melalui 

strategi teknis dan koordinasi lintas unit. 

Dengan capaian indikator yang melampaui target dan strategi peningkatan 

kinerja yang telah diterapkan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat 



 

 

 memenuhi target Renstra 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa 

pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi dan adaptif mampu memberikan 

perlindungan maksimal terhadap masyarakat dalam aspek keamanan obat dan 

pangan..  

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025 

Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja UPT  
 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
90,25 92,48 102,47 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 

melaporkan KTD/ESO 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
85,00 97,39 114,58 

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar oleh UPT  
100 100 100 

 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan   
85,00 87,50 102,94 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

83,3 85,16 102,23 

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
95 100 105,26 

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
91 100 109,89 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
96,75 99,86 103,21 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
91 100 109,89 

Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan 
89,8 98,74 109,96 

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi sesuai standar 
80 100 125 



 

 

 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di 

wilayah UPT 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan 

Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

72,8 79,3 108,93 

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam 

pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

Nilai di 

TW IV 

    

SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN 

SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI 

Pada Triwulan III tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan 

capaian optimal dalam pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2, yaitu meningkatnya 

efektivitas pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi. Indikator utama, 

yakni persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, berhasil mencapai 75% dari target 75%, dengan 

capaian 100% dan kategori “Baik”. 

Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan pemeriksaan yang konsisten, 

monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi antara seksi inspeksi dan 

sertifikasi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Pembinaan kepada pelaku usaha 

juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan terhadap pedoman CPPOB 

dan kualitas produk fortifikasi. 

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Kegiatan 2 mencerminkan komitmen 

Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan keamanan dan mutu pangan 

fortifikasi yang beredar di masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan 

status gizi dan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 

Tabel 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025 

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi   

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  
75 75 100,00 



 

 

 
 SASARAN KEGIATAN 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-

MASING WILAYAH KERJA UPT  

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator Tingkat 

Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT mencapai 

112,14% dengan realisasi indeks 97,05, termasuk dalam kategori “Tidak dapat 

disimpulkan” namun menunjukkan tren keberhasilan dibandingkan target tahunan. 

Survei efektivitas KIE dilakukan terhadap 546 responden, terdiri dari KIE tatap muka 

(297 responden) dan KIE media (249 responden). Hasil survei menunjukkan bahwa 

masyarakat menilai pelaksanaan KIE sangat efektif dari aspek narasumber, konten, 

pemahaman, dan manfaat informasi. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi kegiatan seperti Podcast “Berbisik 

BPOM Aceh”, program Sanger Ureung Aceh, serta kolaborasi dengan lintas sektor, 

lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Selain itu, realisasi pembudayaan 

pengawasan keamanan pangan sekolah dengan capaian 95,71%, penguatan Desa 

Pangan Aman (107,14%), dan pengembangan Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas (100%).  

Keberhasilan Sasaran Kegiatan 3 didukung juga oleh komitmen petugas, 

kolaborasi lintas sektor, pemilihan tema KIE yang relevan, serta narasumber yang 

kompeten dan komunikatif. Upaya peningkatan kinerja ke depan meliputi sinergi 

program Sekolah, Desa, dan Pasar, penguatan kapasitas kader dan komunitas, serta 

pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan strategi. 

Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025 

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT   

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja UPT 
86,54 97,05 112,14 

 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan  
87,5 83,75 95,71 

 Jumlah desa pangan aman 70 75 107,14 



 

 

 
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas  100 100 100 

 

SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM 

PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU  

Selama Triwulan III 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat kemajuan 

signifikan dalam mendampingi pelaku UMKM agar memenuhi standar keamanan dan 

mutu produksi. Indikator utama, yaitu persentase UMKM yang memperoleh 

rekomendasi sertifikasi CPPOB, CPKB, dan CPOBAB, menunjukkan realisasi 

sebesar 94.23% dari target 67%, dengan capaian 140.64%. Meski hasilnya 

melampaui target, kategorinya belum dapat disimpulkan karena adanya perubahan 

metode penghitungan indikator kinerja. 

 

Pendampingan mencakup 13 UMKM, 11 pangan olahan, 1 kosmetik, dan 1 

obat bahan alam yang telah menyelesaikan tahapan hingga sertifikasi. Keberhasilan 

ini didorong oleh komitmen petugas, pelatihan fasilitator, serta kolaborasi dengan 

instansi terkait dan orang tua asuh. Strategi ke depan meliputi penguatan koordinasi 

OSS, pembinaan berkelanjutan, pelatihan CAPA, dan peningkatan kompetensi 

petugas. Risiko operasional telah dimitigasi secara efektif, menjadikan program ini 

sebagai wujud nyata komitmen BBPOM Banda Aceh dalam mendukung UMKM 

menuju produksi yang aman dan berkualitas. 

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025 

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan 

dan mutu  
 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang 

baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 

67 94,23 140,64 

 



 

 

 SASARAN KEGIATAN 5 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN 

SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA 

UPT  

Pada Triwulan III tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat 

capaian kinerja penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan 

sebesar 76.06% dari target triwulan 71%, dengan realisasi 54%. Meski capaian masuk 

kategori “Cukup”, jika dibandingkan target tahunan 92.5%, kinerja ini masih tergolong 

“Perlu Upaya Keras”. 

Capaian tersebut berasal dari dua perkara yang telah mencapai Tahap II, satu 

perkara baru dengan SPDP, dan satu perkara carry over dari tahun 2020 yang berada 

di Tahap I. Namun, beberapa kendala turut memengaruhi pencapaian: 

a. Minimnya data intelijen yang akurat dan terkini, sehingga hanya satu dari dua 

target operasi yang berhasil ditindak. 

b. Koordinasi yang belum optimal dengan kejaksaan, menyebabkan perkara carry 

over belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

c. Keterbatasan sumber daya penyidik, baik dari segi jumlah personel maupun 

beban kerja lintas fungsi. 

d. Waktu penanganan perkara yang panjang dan kompleks, terutama untuk kasus 

yang melibatkan lintas wilayah atau pelaku dengan status DPO. 

e. Kendala teknis saat penindakan, seperti tidak ditemukannya barang bukti di 

lokasi, yang menghambat proses pembuktian. 

f. Keterbatasan akses terhadap akun media sosial pelaku, yang menjadi sumber 

informasi penting dalam investigasi digital. 

Untuk mengatasi hal tersebut, BBPOM Banda Aceh telah memperkuat strategi 

investigasi lapangan, pemantauan media daring, serta koordinasi intensif dengan 

Kejati. Operasi penindakan direncanakan berdasarkan informasi dari siber, inspeksi, 

dan pengaduan masyarakat. Laporan kinerja ini menjadi acuan dalam menetapkan 

skala prioritas agar target akhir tahun dapat tercapai secara optimal dan berintegritas. 

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2024 



 

 

 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif di wilayah kerja UPT  
 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 

71,00 54,00 76,06 

 

SASARAN KEGIATAN 6 TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI 

BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI 

WILAYAH KERJA UPT  

Selama Triwulan III 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil memenuhi 

target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan realisasi 50% dan capaian 100%. 

Kinerja ini konsisten dengan Triwulan II, menunjukkan pelaksanaan deteksi kejahatan 

yang efektif dan tepat waktu. 

Namun, jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90%, capaian 

kumulatif baru mencapai 55.56%, sehingga masih dikategorikan “Perlu Upaya Keras”. 

Faktor pendukung keberhasilan meliputi kedisiplinan petugas dalam pelaporan, 

dukungan teknis dari tim IT, serta komunikasi yang responsif dengan pengelola 

kegiatan pusat. 

Kendala utama meliputi potensi keterlambatan pelaporan hasil patroli siber dan 

belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal. Upaya perbaikan 

dilakukan melalui pelaksanaan operasi siber dan profiling secara rutin, pelaporan 

tepat waktu, serta pemantauan internal oleh ketua tim setiap bulan. Laporan ini 

menjadi dasar evaluasi untuk memastikan efektivitas deteksi dan pencapaian target 

akhir tahun. 

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2025 

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai 

standar 

50,00 50,00 100,00 



 

 

 
 SASARAN KEGIATAN 7 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA 

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan 7, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai 

Besar POM di Banda Aceh, belum dinilai karena penilaian dilakukan pada akhir tahun. 

Meski belum tersedia capaian kuantitatif, berbagai upaya peningkatan kualitas 

layanan telah dilaksanakan, termasuk pemutakhiran data pada Sistem Informasi 

Pelayanan Publik (SIPP), pembenahan sarana prasarana, serta penguatan aspek 

konsultasi dan pengaduan.  

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025 

Layanan Publik UPT yang prima  

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Indeks Pelayanan Publik UPT 

Dinilai 

pada 

TW IV 

Dinilai 

pada  

TW IV 

Dinilai 

pada  

TW IV  

    

Risiko yang teridentifikasi adalah terganggunya layanan akibat pelanggaran 

kontrak kerja oleh petugas pelayanan. Pengendalian dilakukan melalui kontrak kerja 

yang jelas dan monitoring berkala. Realisasi anggaran masih sangat rendah (0,30%), 

sehingga efisiensi belum dapat dinilai. 

SASARAN KEGIATAN 8 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT 

ORGANISASI YANG OPTIMAL 

Sasaran Kegiatan 8 belum ada penilaian pada triwulan II dengan didukung 4 

(empat) indikator kinerja.  

Selama Triwulan II Tahun 2025, empat indikator dalam Sasaran Kegiatan 9 

yakni Zona Integritas (ZI), Akuntabilitas Kinerja (AKIP), Kinerja Anggaran, dan Indeks 

Manajemen Risiko—belum memperoleh penilaian karena evaluasinya dijadwalkan 

pada Triwulan IV. Meski belum tersedia capaian, Balai Besar POM di Banda Aceh 

telah menjalankan berbagai inisiatif untuk memperkuat tata kelola, seperti 

pemantauan reformasi birokrasi, pengembangan inovasi layanan, dan evaluasi 

internal yang berkesinambungan. 



 

 

 Tabel 9. Capaian Sasaran Kegiatan 9 Tahun 2025 

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optima  

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda 

Aceh 

Dinilai 

pada TW 

IV 

Dinilai pada 

TW IV 

Dinilai 

pada TW 

IV 

 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh  

Dinilai 

pada TW 

IV 

Dinilai pada 

TW IV 

Dinilai 

pada TW 

IV 

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda 

Aceh 

Dinilai 

pada TW 

IV 

Dinilai pada 

TW IV 

Dinilai 

pada TW 

IV 

 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di 

Banda Aceh  

Dinilai 

pada TW 

IV 

Dinilai pada 

TW IV 

Dinilai 

pada TW 

IV 

 

Risiko yang muncul mencakup kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi, 

ketidaktepatan data kinerja, serta metode pengumpulan data yang belum seragam. 

Untuk mengatasinya, dilakukan penguatan koordinasi, penjadwalan pelaporan yang 

ketat, dan pemanfaatan platform digital untuk konsistensi data. 

Realisasi anggaran masih minim, sehingga efisiensi belum tercapai. Fokus 

peningkatan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, 

pengawasan rencana aksi, dan penguatan sistem akuntabilitas agar tata kelola 

organisasi semakin transparan, responsif, dan berdaya saing.  

 

REALISASI ANGGARAN 

Pagu awal sebesar Rp20,121,623,000 direvisi menjadi Rp19,936,291,000. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran 

DIPA tahun 2025 TW III sebesar Rp19.936.291.000.- (Sembilan belas milyar sembilan 

ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang telah 

dibelanjakan sebesar Rp 11.438;453.503 dengan realisasi anggaran 57,38 persen.  

 

EFISIENSI ANGGARAN 

Pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran berdasarkan surat dari Sekretaris 

Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 Tanggal 14 Februari 2025 terkait 



 

 

 Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi 

Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Pagu pada Balai Besar POM di Banda Aceh 

yang di blokir adalah  sebesar Rp7.137.262.000. 

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat pembukaan blokir  sebesar 

Rp3.043.568.000 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-

PR.05.03.2.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan 

Blokir Anggaran TA 2025  sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar 

Rp4.093.694.000. 
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HIGHLIGHT KINERJA 

 

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan III tahun 2025 

guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan 

makanan. 

BPOM Aceh) kembali menunjukkan komitmennya dalam 

mendukung pelaku usaha lokal melalui kolaborasi dengan Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Center Aceh. BPOM Aceh berharap para pelaku UMKM semakin 

memahami pentingnya memenuhi regulasi, sehingga produk lokal 

tidak hanya diterima di pasar Aceh, tetapi juga mampu menembus 

pasar nasional hingga internasional. 

 

BPOM Aceh) melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan 

pangan dan pengujian pangan jajanan kantin sekolah di Yayasan 

Pendidikan Al Azhar Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari 

program prioritas nasional BPOM untuk menciptakan lingkungan 

sekolah yang sehat, aman, serta mendukung tumbuh kembang 

anak melalui pangan yang layak konsumsi.  
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 BPOM Aceh bersama Tim World Cleanup Day (WCD) Aceh 

menggelar kegiatan Diskusi Aspirasi Kota. Mengelola 

sampah obat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga 

tanggung jawab kita semua. Jika dibuang sembarangan, 

obat kedaluwarsa bisa mencemari lingkungan dan 

menimbulkan risiko penyalahgunaan, 

 

 

 

 

 

“Cek KLIK merupakan langkah sederhana namun sangat penting untuk 

memastikan keamanan kosmetik yang kita gunakan. Jangan mudah tergiur 

dengan promosi atau iklan berlebihan yang seringkali menyesatkan. 

Keamanan kulit dan kesehatan harus menjadi prioritas utama,”  

 

 

 

 

 

 



 

Page | iii 
 

  

 

 

 

 

 

BPOM Aceh bersama Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Langsa menyelenggarakan 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peresmian inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri 

BPOM (ATM BPOM) pertama di Indonesia pada 04 Agustus 2025.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 

Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut 

BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan 

dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat 

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.  

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan 

semakin masif tidak hanya melalui jalur offline tetapi juga online. Dinamika lingkungan 

strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM 

terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah 

tindak kejahatan obat dan makanan 

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda 

Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai 

dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap 

pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, 

serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. 

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda 

Aceh adalah: 

a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang 

beredar di  Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang  jauh bisa menjadi 

tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait 

di Kab/Kota. 

b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara online: Maraknya peredaran Obat dan 

Makanan yang diperjual belikan secara online melalui media sosial dan banyak diminati 

oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan konsistensi dalam 

pengawasannya melalui peningkatan siber patrol dan informasi dari masyarakat. 
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c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang 

dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku 

guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi 

membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar. 

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya 

kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh. 

 

1.2. Gambaran Umum Organisasi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana 

Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di 

ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud 

Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi 

Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda 

Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut: 

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM. 

b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM. 

c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. 

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di 

Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut: 

 

Tugas 
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UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian;  

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;  

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;  

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai 

Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan 

Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 
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1.3. Struktur Organisasi 

 
Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh 

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai Besar POM di Banda 

Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 

tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai 

Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk 

pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan 

pejabat fungsional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda 

Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional 

yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi: 

 Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat 

dan makanan. 

 Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. 

 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan 

mikrobiologi obat dan makanan. 

b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi: 



 

- 15 - 
  

 
 Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan 

makanan. 

 Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan 

dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

 Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan 

makanan. 

 Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan 

Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari: 

 Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta 

pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. 

 Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi 

dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan. 

 

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi: 

 Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. 

 Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. 

 

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi: 

 Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi,  
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edukasi,  dan  pengaduan  masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

 Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. 

 Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, 

informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

 

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi: 

 Penyusunan rencana, program, dan anggaran. 

 Pelaksanaan pengelolaan keuangan. 

 Pengelolaan persuratan dan kearsipan. 

 Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana. 

 Pelaksanan urusan kepegawaian.                                     

 Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan. 

 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri 

dari: 

 Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, 

anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

 Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, 

kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan. 

 

1.4. Aspek Strategis Organisasi 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan 

kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko 

terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari 

premarket hingga post market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan 
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pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas 

sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan 

obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan 

kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana 

Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan 

(post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana 

produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, 

sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan 

dan penegakan hukum. 

Kapasitas Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan 

masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun 

dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang 

menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal 

dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif 

dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. 

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda 

Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu: 

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan 

Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor. 

2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi 

database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi 

regulasi. 

3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat 

melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama 

lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam upaya penguatan 

pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan 

kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan 
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memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan. 

1.4.1. Permasalahan Utama 

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda 

Aceh antara lain: 

1. Percepatan penanganan Stunting  

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari 

kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan 

pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi 

ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko 

menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan 

menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan 

yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan 

menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, 

a Zero Hunger World by 2030 is possible. BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya 

percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan 

fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan 

Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh 

melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian 

laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi 

dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, 

pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus 

tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 
2. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online  

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk 

bertransaksi. Namun, aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu 

promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari 
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penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun motto CEK KLIK harus tetap 

dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Kemudahan 

dalam melakukan pengecekan terhadap produk saat ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, yang dapat diakses secara online Balai Besar POM di 

Banda Aceh melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang 

beredar secara online. 

 

3. Reformasi Birokrasi  

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh 

nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Aceh merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari 

Korupsi) dan tahun 2025 berusaha memperoleh predikat Wilayah Bebas Bersih Melayani 

(WBBM) dengan tetap konsisten melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan 

berorientasi pelayanan prima.  

 

4. Regionalisasi Laboratorium Pengujian 

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium, telah diterapkan 

sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi laboratorium ini mengacu pada 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim 

Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari 

regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan 

spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap 

mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya 

akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan. 

 

1.4.2.  Analisis Lingkungan Strategis Internal  

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Banda Aceh saat ini adalah 83 orang yang terdiri atas 70 PNS dan 17 PPPK. Sebanyak 
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55 orang menduduki jabatan fungsional farmasi dan makanan (PFM), 14 orang 

jabatan fungsional tertentu lainnya, 12 orang pelaksana dan tenaga outsourching 

sebanyak 16 orang, sehingga total pegawai berjumlah 103 orang.  

 

Gambar 2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai  
Balai Besar POM di Banda Aceh 

 

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan 

fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi 

yang baik.  

 

b. Sumber Daya Lainnya 

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung 

kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di 

Banda Aceh seluas 3.262 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m2, listrik 

bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 

KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium 

pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen 

modern seperti PCR, AAS, Kromatrografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatrografi Gas, GC-

MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda 

Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem 
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manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi 

laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya. 

 

Gambar 3. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh 

 

c. Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh 

Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai aspek, baik 

dari fasilitas, peran strategis, maupun kontribusinya terhadap masyarakat dan pelaku 

usaha. Berikut beberapa keunggulannya: 

 Fasilitas Laboratorim 

Banda Aceh memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang lengkap untuk 

menguji keamanan dan mutu produk sediaan farmasi, pangan olahan, kosmetik, 

suplemen kesehatan, produk bahan berbahaya. Alat laboratorium ini 

memungkinkan mendeteksi bahan berbahaya dan memverifikasi kandungan 

produk secara akurat. 

 Wilayah Strategis 

Balai Besar POM di Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Aceh mampu 

menjangkau wilayah paling barat Indonesia dan sangat strategis untuk 

mengawasi distribusi produk dari dalam maupun luar negeri (termasuk produk 

impor dari negara tetangga). 

 Pelayanan Cepat dan Responsif 

Pelayanan yang diberikan berupa pengujian sampel secara cepat dan layanan 

informasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan secara aktif, baik secara 

langsung maupun lewat media sosial. 

 Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi 
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Seperti yang diketahui, Balai Besar POM di Banda Aceh aktif dalam sosialisasi 

keamanan pangan di sekolah, edukasi kepada pelaku UMKM tentang Cara 

Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) maupun pendampingan sertifikasi produk. 

 Pendampingan UMKM 

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM agar 

produknya aman untuk dikonsumsi, mendapatkan izin edar serta berdaya saing 

di pasar lokal dan nasional. 

 Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah 

Melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindag dan instansi 

terkait untuk menjaga peredaran produk yang aman dan legal di masyarakat. 

 

1.4.3 . Eksternal 

a. Kondisi geografis dan Demografis 

 

Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak 

antara 010 58’ 37,2”-060 04’ 33,6” LU dan 940 57’ 57,6”-980 17’ 13,2” BT. dengan 

ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan 

Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan 

Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 

wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas 

wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan 
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efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) 

LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya 

disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan 

tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang 

pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, 

sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 

berkurang menjadi 34.843,91 km².  

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana 

pada BAB VIII ketentuan peralihan Pasal 29 Poin C disebutkan bahwa program dan 

kegiatan yang ditetapkan sebelum peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat 

dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir. Maka terhitung 

1 Januari 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada ketentuan 

dalam PerBPOM tersebut dengan cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT 

BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai 

berikut: 

 Balai Besar POM di Banda Aceh 

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten 

dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar 

POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota 

Sabang.  

 Loka POM Aceh Selatan 

Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: 

Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten 

Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar). 

 Loka POM Aceh Tengah 
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Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: 

Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, 

Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya. 

 

b. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh 

meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. 

Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko 

Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai 

Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan 

berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi 

Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Table 1.Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

NO JENIS SARANA JUMLAH SARANA 

Sarana Distribusi 

1. PBF 27 Sarana 

2. Apotek 661 Sarana 

3. Toko Obat 416 Sarana 

4. Klinik 355 Sarana 

5. Rumah Sakit 64 Sarana 

6. Puskesmas 214 Sarana 

7. GFK 14 Sarana 

8. Distribusi Makanan 2266 Sarana 

9. Distribusi Kosmetik dan Salon 2887 Sarana 

10. Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan 2824 Sarana 

TOTAL SARANA DISTRIBUSI 9728 Sarana 

Sarana Produksi 

1. Industri Farmasi 0 Sarana 

2. Industri Obat Tradisional 0 Sarana 

3. UMOT 12 Sarana 

4. UKOT 9 Sarana 

5 Industri Kosmetik 10 Sarana 

6. Industri Makanan (MD) 141 Sarana 

7. PIRT 2273 Sarana 

TOTAL SARANA PRODUKSI 2445 Sarana 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Rencana Strategis 

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka 

menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai 

kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di 

Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu 

kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 

Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan 

kendala/tantangan yang dihadapi di masa depan, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai 

Unit Pelaksana Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsi pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Aceh diharapkan mampu melihat perubahan 

lingkungan yang dinamis dan mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di 

bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk dapat memberikan 

perlindungan kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan. Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025-

2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2025-2029 yaitu: 

VISI 

 

Visi ini mencerminkan dedikasi dalam memberikan standar tertinggi regulasi dan 

pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen 

Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun 

di kancah internasional. 

 

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, 

bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan 

sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” 
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MISI 

Misi Balai Besar POM di Banda Aceh sama dengan Misi BPOM 2025-2029, yaitu: 

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, 

dan masyarakat. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, 

maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai dalam kurun 

waktu 2025-2029 adalah: 

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Tujuan ini 

menegaskan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa semua 

produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan 

kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik 

dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas 

2) Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang aman dan bermutu. Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. 

Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat 

keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan. 

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada 

UMKM. Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di sektor obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya memfasilitasi 
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lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa. 

4) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan. Tujuan ini menekankan peran Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi 

masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif 

dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. 

5) Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan 

publik yang prima. Tujuan ini merupakan komitmen untuk terus memperbaiki dan 

mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas 

organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan 

publik yang prima. 

 

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2020-2025, BPOM menggunakan pendekatan 

Balance Corecard dengan pendekatan perspektif baik dari Stakeholders Perspective, Internal 

Process Perspective maupun Learning and Growth Perspective. Namun, pada penyusunan 

Renstra 2025-2029 direviu sesuai dengan pedoman maupun Permen PPN Nomor 10 tahun 

2023. Perumusan Sasaran Strategis sekarang disesuaikan berdasarkan Logical Framework 

yang menggambarkan cascading/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran 

strategis, sasaran program hingga sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di 

Banda Aceh disusun berdasarkan logical frame work BPOM yang merupakan cascading dari 

sasaran strategis BPOM hingga level Rincian Output pada UPT. 

 

2.2  Rencana Kerja Tahun 2025 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan 

anggaran, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan 

anggaran tahun 2025.  
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Table 2.Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya efektivitas  
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah kerja Balai Besar POM di 
Banda Aceh 

Persentase sampel Sediaan Farmasi 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

84.75 

Persentase sarana pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 
KTD/ESO ke BPOM 

26 

Persentase sampel pangan olahan 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85.00 

Persentase sampel KLB keracunan 
pangan yang diuji sesuai standar oleh 
UPT 

100 

Persentase PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 

Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh stakeholder 

83.3 

Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

93.00 

Persentase sarana produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

96.75 

Persentase sarana distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 

Persentase iklan sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diawasi sesuai 
ketentuan 

85.8 

2. Meningkatnya Efektifitas 
Pengawasan Sarana Produksi Pangan 
Fortifikasi 

Persentase cakupan sarana produksi 
pangan fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

75.00 

3. Menguatnya Laboratorium 
Pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 
UPT sesuai Standar Kemampuan 
Laboratorium 

73.00 

4. Meningkatnya efektivitas KIE di 
masing-masing wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah 
kerja UPT 

86.54 
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  Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan 
10 

  Jumlah desa pangan aman 4 

Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 

5. Meningkatnya pendampingan UMKM 
dalam pemenuhan standar keamanan 
dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi 
dan memperoleh rekomendasi 
sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 
yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan 
Olahan 

90.3 

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
yang efektif di wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

92.5 

7. Terlaksananya kegiatan Deteksi 
kejahatan di bidang Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diselesaikan sesuai standar 

90.00 

8. Layanan Publik UPT yang prima Indeks Pelayanan Publik UPT 4.7 

9. Terwujudnya tatakelola pemerintah 
Unit Organisasi yang optimal 

Nilai Pembangunan ZI Balai Besar 
POM di Banda Aceh 

90.25 

  Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda 
Aceh 

82.78 

  Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar 
POM di Banda Aceh 

5 

  Indeks Manajemen Risiko Balai  
Besar POM di Banda Aceh 

3.2 

 

2.3  Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh 

menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025-2029. 

Perjanjian Kinerja memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) 

indikator kinerja pada tahun 2025.  

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan 

POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di 

Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 
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kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM 

di Banda Aceh Tahun 2025-2029.  

Pada akhir Bulan Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja 2025. Perubahan meliputi: 

Semula Menjadi Perubahan 

9 Sasaran Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan 

Pemindahan Indikator 
kinerja Nilai Pemenuhan 
Lab, semula pada sasaran 
kegiatan 3 menjadi sasaran 
kegiatan 1 

25 Indikator Kinerja 28 Indikator Kinerja 

Penambahan 3 Indikator 
kinerja baru yang meliputi 
Persentase label tembakau, 
pengendalian AMR dan 
Persentase Kab/Kota yang 
didampingi 

Target indikator kinerja 
mengacu dengan 
kesepakatan target dan 
DIPA Awal tahun 

Target indikator kinerja 
mengacu hasil 
kesepakatan desk 
pemutakhiran target 
tanggal 25-26 Juni 2025 

Perubahan kenaikan target 
pada 6 indikator kinerja 
(Persentase sampel Sediaan 
Farmasi, Sarana produksi 
Sediaan Farmasi, Sarana 
produksi Pangan Olahan, 
Sarana distribusi PO, Iklan 
dan UMKM) 

 

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya efektivitas  
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah kerja Balai Besar POM di 
Banda Aceh 

Persentase sampel Sediaan Farmasi 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90.25 

Persentase sarana pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan KTD/ESO ke 
BPOM 

26 

Persentase sampel pangan olahan 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85.00 
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Persentase sampel KLB keracunan 
pangan yang diuji sesuai standar oleh 
UPT 

100 

Persentase PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

83.3 

Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

95.00 

Persentase sarana produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.00 

Persentase Fasilitas distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

96.75 

Persentase sarana distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.00 

Persentase iklan sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diawasi sesuai 
ketentuan 

89.8 

  

Persentase label produk tembakau 
dan/atau rokok elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

80.00 

Persentase pemenuhan target 
pengendalian AMR di wilayah UPT 

100 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

73.00 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan Aman 

15.38 

2. Meningkatnya Efektifitas 
Pengawasan Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

Persentase cakupan sarana produksi 
pangan fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

75.00 

3. Meningkatnya efektivitas KIE di 
masing-masing wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 

86.54 

  Jumlah sekolah yang melaksanakan 
pembudayaan keamanan pangan 

10 

  Jumlah desa pangan aman 4 

Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 
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4. Meningkatnya pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi dan 
memperoleh rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB Pangan Olahan 

19.4 

6. Terlaksananya Penindakan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di UPT 

92.5 

7. Terlaksananya kegiatan Deteksi 
kejahatan di bidang Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diselesaikan sesuai standar 

90.00 

8. Layanan Publik UPT yang prima Indeks Pelayanan Publik UPT 4.7 

9. Terwujudnya tatakelola 
pemerintah Unit Organisasi yang 
optimal 

Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM 
di Banda Aceh 

90.25 

  Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda 
Aceh 

82.78 

  Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM 
di Banda Aceh 

5 

  Indeks Manajemen Risiko Balai  
Besar POM di Banda Aceh 

3.2 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar 

POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai 

wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) 

dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan 

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan 

kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. 

 

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan 

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta 

sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian 

Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui 
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aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan 

berikutnya. Pada Bulan Mei 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan revisi target 

bulanan pada RHPK (Rencana Hasil Pelaksanaan Kegiatan) indikator Persentase keberhasilan 

penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.  

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 



 

- 34 - 
  

 

 



 

- 35 - 
  

 

 

 

2.5 Metode Pengukuran 

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai 

berikut: 

Table 4.Kategori Capaian Indikator Kinerja 

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna 

Tidak Dapat Disimpulkan < 110%  

Sangat Baik 100% < x ≤ 110%  

Baik 90% < x ≤ 100%  

Cukup 60% ≤ x ≤ 90  

Kurang < 60%  

 

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a 

BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point c di BAB 

III. 
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Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk 

sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus 

perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam 

rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran 

kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh 

mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran 

kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut: 

Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda 

Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM. 

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan 

penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai 

Besar POM di Banda Aceh. 

2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada aplikasi 

Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh 

penanggungjawab data Balai. 

3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk 

menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), monev 

Bappenas, RHPK dan Aplikasi e-performance. 

4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara 

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari 
nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan 
bobotnya (1). 
NPS 2 = 1NPI 1 + 1NPI 2 

2 
NPS 3 = 1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 

3 
NPS 4 = 1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 

4 
NPS 5 = 1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5 

5 
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elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-

performance.  

5. Reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun 

diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan 

pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana 

penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward 

dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase 

pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya. 

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara 

berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui 

permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya 

pencapaian target akhir tahun. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1  Capaian Kinerja Organisasi 

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-

masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna 

memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi Indikator Kinerja Periodik tahun 2025 terhadap target yang 

telah ditetapkan pada tahun 2025, melakukan analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan 

analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya. 

Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan III di Tahun 2025 berhasil meraih 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian 103.68% dengan predikat Istimewa, yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan 

rencana kerja yang ditetapkan. NKO pada triwulan III menurun dari triwulan 

sebelumnya, dikarenakan ada 2 (dua) indikator kegiatan yang belum memenuhi target. 

Sehingga masih perlunya evaluasi terhadap beberapa indikator yang menunjukkan 

bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan upaya-upaya strategis untuk 

peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.  

 

            Gambar 5 NKO Balai Besar POM di Banda Aceh s.d Triwulan III Tahun 2025 
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Table 5. Nilai Kinerja Organisasi 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Target 
TW III 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Capaian 
Dinormalisasi 

(%) 
Kategori 

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 106.07  dengan Predikat Istimewa 

SK1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT  

IKSK1 Persentase sampel 
Sediaan Farmasi berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

90.25 92.48 102.47 102.47 Sangat Baik 

IKSK2 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO 

Nilai di TW IV 

IKSK3 Persentase sampel 
Pangan Olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85.00 97.39 114.58 110.00 Tidak dapat 
disimpulkan 

IKSK4 Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang 
diuji sesuai standar oleh 
UPT 

100 100 100 100 Baik 

IKSK5 Persentase sampel PIRT 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85.00 87.50 102.94 102.94 Sangat Baik 

  IKSK6 Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

83.3 85.16 102.23 102.23  Sangat Baik 

IKSK7 Persentase sarana 
produksi Sediaan Farmasi 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

95.00 100 105.26 105.26 Sangat Baik 

IKSK8 Persentase sarana 
produksi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91.00 100 109.89 109.89 Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 
  

 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Target 
TW III 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Capaian 
Dinormalisasi 

(%) 
Kategori 

  IKSK9 Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

96.75 99.86 103.21 103.21 Sangat Baik 

  IKSK 
10 

Persentase sarana 
distribusi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91.00 100 109.89 109.89 Sangat Baik 

  IKSK 
11 

Persentase iklan sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang diawasi 
sesuai ketentuan 

89.8 98.74 109.96 109.96 Sangat Baik 

  IKSK 
12 

Persentase label produk 
tembakau dan/atau 
rokok elektronik yang 
diawasi sesuai standar 

80.00 100 125.00 110.00 Tidak dapat 
disimpulkan 

  IKSK 
13 

Persentase pemenuhan 
target pengendalian 
AMR di wilayah UPT 

Nilai di TW IV 

  IKSK 
14 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

72.8 79.30 108.93 108.93 Sangat Baik 

  IKSK 
15 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan 
Aman 

Nilai di TW IV 

SK2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan 
Fortifikasi  

IKSK 
16 

Persentase cakupan 
sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

75.00 75.00 100 100 Baik 

SK3 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja UPT 

IKSK 
17 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

86.54 97.05 112.14 110.00  Tidak dapat 
disimpulkan 
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Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Target 
TW III 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Capaian 
Dinormalisasi 

(%) 
Kategori 

  IKSK 
18 

Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan keamanan 
pangan 

87.5 83.75 95.71 95.71 Baik 

  IKSK
19 

Jumlah Desa pangan 
aman 

70.00 75.00 107.14 107.14 Sangat Baik 

  IKSK
20 

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis komunitas 

100 100 100 100 Baik 

SK4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar keamanan 
dan mutu  

IKSK
21 

Persentase UMKM yang 
didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB Pangan Olahan 

67.00 94.23 
 

140.64 110.00 Tidak dapat 
disimpulkan 

SK5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT  

IKSK
22 

Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

71.00 62.00 76.06 
 

87.32 
 

Cukup 

SK6 Terlaksananya 
kegiatan 
deteksi kejahatan 
di bidang Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT  

IKSK
23 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

50.00 50,00 100.00 100.00 Baik 

 

SK7 Layanan Publik UPT 
yang prima  

IKSK
24 

Indeks Pelayanan Publik 
UPT 

Nilai di TW IV 

SK8 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal  

IKSK
25 

Nilai Pembangunan ZI 
Balai Besar POM di 
Banda Aceh 

IKSK
26 

Nilai AKIP Balai Besar 
POM di Banda Aceh 

IKSK
27 

Nilai Kinerja Anggaran 
Balai Besar POM di 
Banda Aceh 

  IKSK
28 

Indeks Manajemen Risiko 
Balai Besar POM di 
Banda Aceh 
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Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja 

dengan kategori Sangat Baik, 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori Baik, 4 (empat) 

indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, 1 (satu) indikator kinerja dengan 

kategori Cukup dan 8 (delapan) indikator kinerja yang belum ada penilaian (baru dinilai pada 

TW IV). 

 

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 15 (lima belas) IKU yang dapat dicapai 

dengan sangat baik dan melampaui target   

Indikator Kinerja  

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2025 

Table 6. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang  
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target TW III 

(%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

84.75 92.48 102.47 
 

 

Sangat 
Baik 

 

Sediaan farmasi berisiko yang dimaksud dalam indikator ini meliputi obat, obat 

bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling dan 

dilakukan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampel dipilih berdasarkan analisis 

risiko dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak 

lanjut/ketentuan lainnya. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: (A+B+C+D) / 4 

 

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja UPT 
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Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: 

A. Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

B. Persentase sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. 

C. Persentase sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. 

D. Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Kriteria sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). 

Kesesuaian perencanaan sampling mencakup kesesuaian dengan target sampel, 

renlak kategori sampel dan renlak kategori kelas terapi. 2). Kesesuaian pelaksanaan 

sampling mencakup kesesuaian dengan renlak periode/waktu sampling dan 

ketentuan evaluasi penandaan. 3). Kesesuaian pelaksanaan pengujian mencakup 

kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai pedoman sampling yang 

berlaku. 4). Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup 

kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman 

sampling. 5). Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.  

Kriteria sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 

meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang 

diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan 

ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). 

Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan 

atas surat tindak lanjut.  

Kriteria sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel 

yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan 

dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3).  

Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan 

atas surat tindak lanjut. 

Kriteria sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 

1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji 
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sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling. 3). 

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian 

dan pelaporan. 4). Ketepatan dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat 

tindak lanjut.  

Selama TW III, jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling oleh Balai Besar 

POM di Banda Aceh yang masuk ke laboratorium sendiri maupun ke laboratorium 

regional dengan total sebanyak 324 sampel terdiri dari 111 sampel obat, 74 sampel 

obat bahan alam dan 17 sampel suplemen kesehatan, 122 sampel kosmetik (sampai 

dengan triwulan III terdapat 273 sampel kosmetik, 267 sampel telah selesai dan 

dilaporkan namun 179 sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan). 

Jumlah sampel obat yang diuji sesuai dengan parameter uji pada ketentuan 

pedoman sampling, baik sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh 

maupun yang disampling balai regional sebanyak 207 sampel dari keseluruhan 

sampel yang masuk ke laboratorium hingga capaian kesesuaian pelaksanaan 

pengujian sampel obat adalah 100%. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar 

POM di Banda Aceh selama TW III adalah 111 sampel dimana sampel ini diperiksa 

kemudian pengujiannya dilakukan di laboratorium balai anggota regionalisasi 

laboratorium sesuai kelas terapinya. Dari 99 sampel yang dilaporkan pada TW III 

semua sampel dilaporkan sesuai ketentuan sehingga capaian untuk poin ini adalah 

sebanyak 100%. 

Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium Obat Bahan Alam dan Suplemen 

Kesehatan baik yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dan Loka POM 

Aceh Tengah dan Aceh Selatan sebanyak 329 sampel dan seluruhnya telah selesai 

diuji sesuai dengan pedoman sampling. 

Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium Kosmetik baik yang disampling Balai 

Besar POM di Banda Aceh dan Loka POM Aceh Tengah dan Aceh Selatan sebanyak 

457 sampel dan telah selesai diuji sesuai dengan pedoman sampling 455 sampel. 

Capaian Indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III sebesar 102.47% dengan kategori Sangat 

Baik. 
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b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 7. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi 
TW II (%) 

Realisasi TW 
III (%) 

Capaian TW 
II (%) 

Capaian TW 
III (%) 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

100 92.48 
 

117.99 102.47 

 

Pada triwulan II realisasi lebih tinggi daripada triwulan III. Karena capaian pada 

TW II sudah melebihi 110% maka dilakukan penyesuaian target pada TW III. Capaian 

TW II pada laporan kinerja periode tersebut menggunakan target 84.75%. Perubahan 

target pada Perjanjian Kinerja (PK) kepala Balai Besar POM di Banda Aceh 

ditetapkan oleh Kepala BPOM pada tanggal 29 Agustus 2025. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

 Table 8. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

 

Perbandingan realisasi kinerja sampel sediaan farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III terhadap target tahun 2025 sebesar 92.48% 

sudah melampaui target tahun 2025 yaitu 90.25%. Capaian indikator kinerja ini 

sebesar 102.47% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Berdasarkan capaian ini, 

dengan rencana kerja yang baik, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat 

memenuhi target Renstra 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang dilakukan 

Indikator Kinerja 
Target 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90.25 92.48 102.47 
 

Tercapai/ 
melampaui 
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Realisasi indikator persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW III dengan nilai 92.48%. 

Selama triwulan I terdapat efisiensi anggaran dan mulai triwulan II dan III terdapat 

relaksasi anggaran sehingga persentase sediaan farmasi berisiko yang disampling 

menjadi target semula. Sampel sediaan farmasi telah disampling selama triwulan III 

sebanyak 324 sampel. Seluruh sampel yang disampling sesuai dengan perencanaan 

sampling yang telah direncanakan dan dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, 

penandaan label, ketepatan waktu pengambilan, pengujian, pelaporan dan 

tanggapan atas surat tindak lanjut.  

Komoditi obat yang disampling selama TW III sebanyak 111 sampel yang dikirim 

ke balai tujuan regional dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. 

Lokasi sampling komoditi obat selama triwulan III tidak terbatas hanya di kota Banda 

Aceh seperti selama efisiensi anggaran pada triwulan I, sampling juga dilakukan di 

kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Kota Langsa melalui perjalanan 

dinas sampling di kabupaten / kota provinsi Aceh.  

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat Balai Besar POM di Banda 

Aceh selama TW III adalah keterbatasan reagensia, suku cadang dan perawatan alat 

rusak.  Walaupun secara keseluruhan pengujian sampel obat terpenuhi sesuai dengan 

ketentuan pedoman sampling baik pemenuhan parameter uji dan ketepatan waktu 

pengujian, tetapi dibutuhkan effort yang lebih dari para penguji. Antrian alat akibat 

kerusakan alat menyebabkan penguji harus bekerja di luar jam kerja, walaupun 

diberlakukan clock off sampel karena kerusakan alat, penguji lebih memilih untuk 

lembur demi menghindari penumpukan sampel yang akan masuk lagi ke laboratorium 

pada bulan berikutnya. Kendala lainnya adalah beberapa balai/loka tidak memenuhi 

komitmen dimana sampel harus sudah masuk laboratorium paling lambat tanggal 10 

di setiap bulannya, sehingga penguji harus menunggu sampel agar pengujian sampel 

yang sediaannya sama dapat dilakukan sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menghemat 

waktu, reagensia dan optimalisasi penggunaan instrumen pengujian. Pengkondisian 

terhadap kendala-kendala tersebut menyebabkan sebagian masalah teratasi 

sehingga target pengujian obat dapat tercapai. Faktor lain yang menunjang 

keberhasilan capaian pelaksanaan pengujian di laboratorium obat adalah 



 

- 47 - 
  

 

perencanaan suku cadang alat lebih awal sehingga ketika terjadi kerusakan alat 

beberapa sparepart sudah tersedia. Hal lainnya adalah pengadaan kolom yang lebih 

murah sehingga dapat diadakan tiga kolom sampai TW III, hal ini mengurangi waktu 

untuk mengkondisikan kolom yang memang sudah jenuh/performanya menurun 

karena usia pemakaian. Walaupun jumlahnya masih kurang namun setidaknya sudah 

ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 207 sampel yang masuk ke 

laboratorium pada TW III, keseluruhannya dapat diselesaikan sesuai ketentuan 

pedoman sampling baik dari parameter uji dan kesesuaian waktu pelaporan hasil 

pengujian. Realisasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian sampel obat adalah 100%. 

Komoditi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disampling, diuji dan 

dilaporkan tepat waktu selama triwulan III sebanyak 91 sampel (74 sampel obat bahan 

alam dan 17 sampel suplemen kesehatan). Lokasi sampling secara luring tidak 

terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di wilayah selain kota 

Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling. Pembelian sampel secara secara 

daring melalui e-commerce dari daerah Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Bireuen dan 

Aceh Besar. Penetapan daerah tersebut sebagai lokasi sampling daring berdasarkan 

analisis kajian risiko yang merupakan wilayah rawan peredaran sampel Tanpa Izin 

Edar (TIE).  

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat bahan alam dan suplemen 

kesehatan Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW III adalah antrian alat, 

kerusakan alat yang disebabkan oleh suku cadang yang telah habis masa pakai dan 

banyaknya variasi parameter uji yang harus dilakukan. Pengujian sampel selesai 100% 

namun penguji sering harus melakukan pengujian di hari libur. Untuk selanjutnya 

laboratorium merencanakan akan membuat perencanaan pembelian suku cadang 

dan menjadwalkan maintenance alat dengan teknisi serta menggunakan metode 

analisa dengan instrumen yang bervariasi untuk meminimalkan antrian dan 

penggunaan instrumen lain, serta akan melakukan koordinasi dengan tim sampling 

untuk menyesuaikan variasi parameter uji yang harus dilakukan. 

Komoditi Kosmetik yang disampling selama triwulan III sebanyak 122 sampel yang 

merupakan dari 366 sampel. Lokasi sampling secara luring selama triwulan III tidak 

terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di wilayah selain kota 
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Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling seperti ke daerah Pidie, Aceh Besar, 

Aceh Barat dan Sabang. Pembelian sampel secara daring juga dilakukan melalui 

platform e-commerce seperti shopee di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. 

Pengujian laboratorium kosmetik pada TW III sudah mengalami kenaikan pemenuhan 

timeline yaitu 15,01 Hari Kerja, jika dibandingkan pada TW II  adalah 18,19 HK. 

Kenaikan ini adanya sistem pengelompokkan kategori dengan parameter uji yang 

sama di uji secara serentak sehingga sampel tersebut bisa duji dan dilaporkan cepat 

dan valid, ini juga didukung komitmen, kerjasama, komunikasi tim yang sangat baik. 

Namun pencapaiannya ini harus didukung sarana prasarana yang memadai  yaitu 

pemeliharaan alat secara berkala,  ketersediaan suku cadangan  untuk menjaga 

kestabilan dan  kontinuitas pengujian, serta  berimbas kepada efisiensi waktu dan 

anggaran karena mengurang pengujian berulang-ulang. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Beberapa upaya yang dilakukan selama triwulan III untuk mencapai target 

indikator ini antara lain: 

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi 

anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal. 

2. Koordinasi yang efektif antara ketua tim inspeksi dengan ketua tim pengujian 

terkait sampling baik di lingkungan Balai Besar POM Banda Aceh, regional Medan 

dan Lab Pengujian Produk Biologi P3OMN. 

3. Petugas secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi 

sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan definisi 

operasional indikator kinerja.  

4. Komunikasi yang baik dengan tim sampling terkait kemampuan uji dan secara 

konsisten memantau ketersediaan reagen serta sarana pengujian lainnya. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Upaya peningkatan kinerja pada indikator ini dengan dilakukan antara lain: 

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk 
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bulan selanjutnya. 

2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang inspeksi dan pengujian serta dengan 

laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian menghindari 

risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai Pedoman Sampling 

dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang belum tersedia. 

3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel 

dan tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat melalui SIPT. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja 

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi 

capaian Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat kendala yang dialami selama 

proses realisasi indikator kinerja. Laporan interim ini juga digunakan sebagai informasi 

yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja pada triwulan berikutnya baik 

pada persentase sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik 

berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan ini juga digunakan untuk 

menyusun rencana kerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya sehingga setiap 

proses tahapan pada capaian indikator kinerja akan selalu tercapai. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar 

POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul 

sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. 

Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran bahwa setiap aktivitas yang 

dilakukan sudah sesuai dan dapat digunakan untuk membuat perencanaan yang lebih 

baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. 

Adapun Resiko terkait Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana 

Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat 

dikendalikan dengan efektif. 
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2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 9. Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 
melaporkan KTD/ESO 

Indikator Kinerja 
Target 

TW III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian (%) Kategori 

Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan yang telah melaporkan 
KTD/ESO 

    

 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke 

BPOM diperoleh menggunakan formula:  

 

Kriteria nilai A dan B yaitu: 

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE 

Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan 

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE 

Farmakovigilans oleh UPT BPOM 

 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah 

kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat 

tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah 

respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi 

pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, 

atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung 

berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

ke BPOM dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan 

KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan yaitu tahun 2025. Fasilitas 
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pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan 

KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. 

Pada Triwulan III tahun 2025 nilai KTD/ESO belum ada dan akan diperoleh pada 

Triwulan IV. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Realisasi di akhir tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 10. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian (%) Kategori 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO 

26 - - - 

 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum 

ada pada triwulan III dan akan diperoleh pada triwulan IV. Balai Besar POM di Banda 

Aceh akan tetap melakukan proses memberikan KIE kepada fasilitas pelayanan 

kesehatan dan optimis mencapai target pada tahun 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang dilakukan 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO akan 

dinilai pada TW IV. Namun begitu, Setiap bulan dilakukan pendampingan kepada 

sarana pelayanan farmasi untuk melakukan pelaporan KTD/ESO. pendampingan ini 

dimaksudkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh sarana dalam 

pelaporan. Selain itu, dibangun komunikasi secara intensif dengan membuat grup WA 

untuk kanal komunikasi yang cepat dan dan efektif. 

 



 

- 52 - 
  

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Selanjutnya untuk menunjang kinerja, terdapat beberapa aksi yang telah 

dilakukan, yaitu: 

1. Melakukan Kegiatan Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM di 

periode interim Triwulan I. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di 

sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh 

tenaga kesehatan/tenaga medis di catchment area Balai Besar POM di Banda 

Aceh yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat 

beredar di Indonesia.  

2. Jumlah peserta KIE yang diundang adalah 45 peserta. yang terdiri dari 20 Rumah 

Sakit, 17 Puskesmas dan 8 Klinik. Kepada peserta telah diberikan akun e-MESO 

yang digunakan untuk pelaporan KTD/ESO. 

3. Pemahaman peserta diukur dengan nilai pre-test dan post-test. Seluruh peserta 

memenuhi syarat mendapatkan sertifikat dengan nilai post-test minimal 70. 

4. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan pemantauan pelaporan 

KTD/ESO dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE 

mulai April – Desember 2025. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Seluruh peserta KIE diberikan akses ke sistem pelaporan digital e-MESO, sebagai 

sarana pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. BBPOM Banda Aceh 

akan melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO dari seluruh peserta KIE mulai April 

hingga Desember 2025, guna memastikan keberlanjutan dan konsistensi pelaporan. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja 

Indikator Kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2025 sehingga belum ada Laporan 

Kinerja yang digunakan sebagai bahan atau referensi informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja di triwulan I. Analisa kinerja dan informasi 



 

- 53 - 
  

 

yang dipaparkan di laporan kinerja triwulan III ini akan digunakan sebagai informasi 

kinerja bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan IV. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Masih rendahnya jumlah laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan 

kesehatan menjadi risiko yang diidentifikasi di tahun 2025 ini. Penyebab yang telah 

diidentifikasi adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan petugas sarana pelayanan 

kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO dan sarana pelayanan kesehatan telah 

mempunyai sistem pelaporan KTD/ESO secara mandiri yang belum semuanya 

terintegrasi dengan e-MESO Badan POM. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Balai 

Besar POM di Banda Aceh telah melakukan KIE Farmakovigilans di triwulan I pada 25 

Maret 2025 dan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO oleh 

sarana pelayanan kesehatan yang telah dilakukan KIE sepanjang April hingga 

Desember 2025. 

 

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 11. Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target  

TW III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 97.39 114.58 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Pangan Olahan berisiko yang dimaksud dalam indikator ini adalah adalah 

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel dipilih 

berdasarkan evaluasi dan kajian risiko, diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling 

serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.  
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Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

diperoleh dengan menggunakan rumus: 

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F 

Keterangan:  

A. Kesesuaian target sampel UPT; 

B. Kesesuaian parameter uji; 

C. Ketepatan pengambilan kesimpulan; 

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan  

E. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian 

F. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya. 

 

Kerangka Sampling dalam indikator ini meliputi:  

1. Sampel pangan berdasarkan proporsi sampling, dilakukan pada kategori pangan 

1 sampai 16 (kecuali kategori pangan 10 telur dan produk-produk telur) dan BTP. 

Penetapan proporsi berdasarkan kriteria pembobotan data produk beredar, 

trend temuan produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS), temuan produk Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) Label, kategori risiko produk, risiko konsumsi pada 

kelompok konsumen tertentu (antara lain: anak, balita, ibu hamil dan menyusui, 

lansia) dan munculnya isu baru pada pangan (seperti Kejadian Luar Biasa 

Keracunan Pangan (KLB KP), etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG), penggunaan 

BTP yang belum diatur, isu residu pestisida, dll), serta berdasarkan kajian 

mendalam Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terhadap implementasi 

pedoman sampling. 

2. Sampel pangan fortifikasi, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program 

prioritas nasional percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sampling pangan 

fortifikasi merupakan sampling yang bertujuan untuk memonitor implementasi 

fortifikasi pada pangan fortifikasi, meliputi sampel garam konsumsi, tepung terigu 

dan minyak goreng sawit, yang diambil di sarana produksi dan peredaran.  

3. Sampel Kemasan Pangan, pengambilan sampel terhadap produk pangan 

terdaftar di peredaran dengan fokus pada kemasan yang digunakan. Kemasan 

yang disampling merupakan bagian integral dari produk pangan yang 
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bersangkutan, sehingga tidak memiliki proporsi khusus. Sampel kemasan pangan 

merupakan bagian dari sampel pada kategori pangannya, seperti ikan dalam 

kaleng, air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan PC, maupun AMDK 

berbahan PET. Tujuan sampling ini adalah untuk memastikan keamanan kemasan 

pangan yang digunakan serta kepatuhannya terhadap persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan yang berlaku 

4. Sampel Kajian, dilakukan terhadap produk pangan olahan dan dilakukan 

pengujian terhadap parameter uji kajian. Sampel ini bertujuan untuk mengawal 

kebutuhan penyusunan kebijakan/regulasi terhadap isu terkini dan posisi 

Indonesia pada forum internasional. 

 

Hingga TW III, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan sampling pangan 

olahan berbasis risiko sebanyak 247 sampel dengan total sebanyak 550 sampel 

(termasuk sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan) yang masuk ke 

laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling dan telah 

dilaporkan ke pusat serta ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan persentase 

sebesar 97,39% dari target 85%. Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 114,58% dengan kategori Tidak dapat 

disimpulkan. Hasil Uji TMS sampel pangan olahan hingga TW 3 berjumlah 23 sampel, 

terdiri dari 4 TMS Kimia dan 19 TMS Mikrobiologi. Sampel TMS hingga TW II telah 

dibahas bersama Ditwas PO dan PPPOMN, dan telah mendapat konfirmasi untuk 

ditindak lanjuti sesuai ketentuan. 

         

b. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan triwulan sebelumnya 

Table 12. Perbandingan realisasi TW III dengan Triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi TW 

III (%) 
Capaian TW 

II (%) 
Capaian TW 

III (%) 

Persentase sampel 
Pangan Olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

93.33 97.39 
 

109.80 114.58 
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Realisasi dan capaian triwulan III tahun 2025 meningkat apabila dibandingkan 

dengan triwulan II. Terdapat peningkatan realisasi yang signifikan pada TW III yaitu 

terkait ketepatan waktu pelaporan dimana pada TW II hanya 33.33% meningkat 

menjadi 79.35% pada akhir TW III. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 13. Perbandingan realisasi TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target 2025 

(%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85.00 97.39 114.58 Tercapai/ 
Melampaui 

 

Perbandingan realisasi kinerja TW III terhadap target tahun 2025 sudah mencapai 

dan melewati target. Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 114,58%. Berdasarkan Capaian 

di TW III ini Balai Besar POM di Banda Aceh optimis tetap dapat mencapai target 

tahun 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW III. 

Target awal DIPA untuk sampel pangan olahan berbasis resiko adalah sebanyak 302 

sampel. Pada TW I terdapat efisiensi anggaran, sedangkan mulai TW II dan TW III, 

terdapat relaksasi untuk pengawasan produk pangan olahan kembali menjadi target 

semula. Hingga TW III sebanyak 247 sampel pangan olahan telah disampling 

berdasarkan analisis resiko. Percepatan pelaksanaan sampling selama TW III dilakukan 

dengan menyesuaikan kembali rencana pelaksanaan sampling balai dengan 

Laboratorium Regional. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan 

terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kadaluarsa untuk 

menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun 
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tidak. Lokasi Sampling selama TW III tidak terbatas hanya pada kota Banda Aceh seperti 

pada TW I dikarenakan efisiensi anggaran, tetapi sampling juga sudah dilakukan 

melalui perjalanan dinas sampling di kabupaten / kota selain Banda Aceh.  

Untuk kesesuaian parameter uji, pada TW III masih dengan strategi yang sama 

dengan saat TW 1 sampling disesuaikan dengan kondisi baku dan reagen yang tersedia 

di laboratorium dengan berpedoman pada Pedoman Sampling 2025 sehingga dapat 

memenuhi semua parameter wajib yang telah ditetapkan. Agar kesesuaian parameter 

uji dapat terpenuhi tetap akan dilakukan koordinasi dengan tim sampling terkait 

kelengkapan parameter uji untuk proses selanjutnya.   

Karena sampel yang diuji telah memenuhi semua parameter yang telah ditetapkan 

pada Pedoman Sampling, maka pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji sudah 

sesuai. Adapun hal-hal yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan 

pengambilan Kesimpulan Pengujian diantaranya adalah: 

1. Ketepatan pemilihan Metode Analisa 

2. Ketepatan proses pengujian terkait metode analisa, baku pembanding, reagen, 

instrumen, serta analisa hasil pengujian dengan instrumen 

3. Kesesuaian kompetensi penguji dengan jenis pengujian 

4. Ketepatan pengisian hasil uji pada Lembar Catatan Pengujian (LCP) oleh penguji 

dan verifikasi oleh Ketua Tim 

5. Ketepatan pengisian hasil uji pada SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) baik 

dari penguji maupun Ketua Tim. 

6. Pada sampel TMS telah dilakukan analisa dengan menjalankan analisa HULS (Hasil 

Uji diluar Spesifikasi) sesuai prosedur sehingga kesalahan penarikan kesimpulan 

dapat diminimalisir. 

Total sampel yang diterima sampai dengan bulan Juni adalah 247 Sampel dengan 

kesesuaian waktu pelaporan sebanyak 196 sampel, sehingga realisasi ketepatan waktu 

pelaporan 79,35 % disebabkan: 

1. Antrian HPLC karena di Lab. Kimia ada 3 HPLC, tapi 1 HPLC rusak dan perlu 

perbaikan.  
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2. Pada bulan Juli kondisi ICP OES mengalami kerusakan sehingga membutuhkan 

waktu yang lama untuk perbaikan oleh Teknisi, sehingga mempengaruhi waktu 

penyelesaian sampel. 

 

Hingga TW III terdapat 21 sampel pangan olahan terdaftar yang Tidak Memenuhi 

Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut 

yang dilakukan berupa pembinaan kepada sarana distribusi pangan olahan untuk 

selalu menjaga mutu pangan yang diedarkan, sedangkan tindak lanjut terkait mutu 

produk pangan olahan yang terdaftar di Badan POM akan ditindaklanjuti dengan 

melaporkan produk yang TMS ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan olahan 

dengan tembusan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, serta 

menyampaikan laporan perihal produk TMS lintas UPT dimana sarana  produksi 

produk TMS tersebut berada antara lain Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM 

di Bandung, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Medan dan Balai POM di 

Tangerang. Tindak lanjut untuk produk TMS dengan sarana produksi berlokasi di 

wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan dengan pemeriksaan sarana 

produksi tersebut untuk memastikan pemenuhan aspek - aspek CPPOB diterapkan 

secara konsisten. Komitmen dari petugas, penguji dan ketua tim kerja terkait indikator 

kinerja ini sangat diperlukan untuk pemenuhan setiap tahapan sesuai pedoman agar 

dapat mencapai nilai maksimal sehingga target yang ditetapkan dapat selalu dicapai.  

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Beberapa upaya yang dilakukan selama TW III untuk mencapai target ini antara 

lain: 

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi 

anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal.  

2. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium 

kurang dari 5 hari kerja sejak sampel disampling oleh petugas. 

3. Pemeriksaan sampel disertai komitmen petugas sampling dalam melakukan 

penginputan data sampel sesuai dengan Pedoman Sampling. 
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4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang 

telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan. 

5. Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji 

dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi. 

6. Monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan PPK dan teknisi terkait 

kondisi instrumen laboratorium seperti HPLC, ICP OES, ELISA Reader, 

Spektrofotometer, dll, baik kalibrasi/verifikasi alat maupun suku cadang dan spare 

part yang harus diganti serta pemeliharaan alat, serta percepatan perbaikan alat 

yang mengalami kerusakan. 

7. Monitoring dan evaluasi pengadaan reagen dan baku pengujian, terutama untuk 

yang pengadaannya inden dengan waktu tertentu seperti baku Aflatoksin, 

Okratoksin, Deoksivalenol, dan lain-lain. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain: 

1.  Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang pemeriksaan dengan pengujian, dan 

juga dengan Laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian 

menghindari risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai 

Pedoman Sampling dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang 

belum tersedia. 

3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel dan 

tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat. 

4. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari 

ketepatan pemilihan Kategori sampel. 

5. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar 

Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling. 

6. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja 
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Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai 

Besar POM di Banda Aceh. Keberhasilan pada pencapaian pada indikator ini terutama 

dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dapat dijadikan dasar pengusulan 

perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya. Laporan kinerja ini juga untuk 

melihat kendala - kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. 

Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM 

tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim ini akan menjadi informasi yang 

bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini hingga tetap mencapai target pada 

akhir tahun dan perencanaan yang baik kedepannya mulai dari tahap kesesuaian 

target sampling, penetapan parameter pengujian, ketepatan pengambilan 

kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak 

lanjut sesuai pedoman. Setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai 

yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori 

sangat baik. Kendala dalam ketepatan waktu sampling serta didukung komitmen 

setiap petugas perlu menjadi perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian 

indikator ini selanjutnya. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar 

POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul 

sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. 

Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko 

terkait Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, 

maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif. 

 

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh 

UPT 
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a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 14. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai 
standar oleh UPT 

Indikator Kinerja 
Target 

TW III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar oleh UPT 

100 100 100 Baik 
 

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh 
dengan rumus: 

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖 𝑘𝑒 𝐵𝑃𝑂𝑀
𝑥 100% 

 
Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai 

penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai 

penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir 

sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis 

epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat 

berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh 

laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari 

eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar yang dimaksud dalam indikator ini 

adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB 

KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, 

kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter 

permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan 

kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter 

dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar 

berdasarkan:   

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 

tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian 

Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; 

dan 
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2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan 

pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.  

Hingga TW III, terdapat 3 sampel KLB yang diterima dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Aceh Besar. Sampel yang diterima telah diuji sesuai dengan kajian 

epidemiologis laporan KLB KP yang diterima, walaupun kondisi sampel yang diterima 

tidak sesuai standar Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan. 

Dengan demikian capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar adalah 100% dengan kategori Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 15.Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi TW 

III (%) 
Capaian TW 

II (%) 
Capaian TW 

III (%) 

Persentase sampel 
KLB keracunan 
pangan yang diuji 
sesuai standar oleh 
UPT  

100 100 
 

100 100 

 

Realisasi dan capaian triwulan III tahun 2025 sama apabila dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, dimana seluruh sampel KLB yang diterima telah diuji sesuai 

standar. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 16. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target 2025 

Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar oleh UPT 

100 100 100 Tercapai/ 
Melampaui 

 

 

Hingga TW III tahun 2025 terdapat 3 sampel KLB keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar berdasarkan kajian epidemiologi dengan capaian 100%. Untuk TW 

selanjutnya tidak dapat dipastikan apakah sampel KLB keracunan pangan akan ada 



 

- 63 - 
  

 

penambahan sampel atau tidak, namun demikian, apabila terdapat penambahan 

sampel KLB KP akan diupayakan diuji sesuai standar sehingga target tahun 2025 tetap 

dapat tercapai. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Realisasi terhadap target dari indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan 

yang diuji sesuai standar dikarenakan tidak adanya sampel terkait KLB keracunan 

pangan baik dari lintas sektor dinas kesehatan maupun hasil penelusuran yang 

dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terkait adanya informasi KLB 

keracunan pangan. 

Tim pemeriksaan maupun tim pengujian selalu siap apabila terdapat sampel KLB 

KP yang diterima dari dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memprioritaskan 

penginputan data, pengujian (ketersediaan reagen, baku dan instrumen) serta 

pelaporan sesuai ketentuan, sehingga apabila pada tw berikutnya terdapat sampel 

KLB Keracunan Pangan, target pada indikator ini dapat tercapai 100%. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian terkait indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji 

sesuai standar selama TW II adalah 100 %, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan 

untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain: 

1. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan 

tim gerak cepat KLB Keracunan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

2. Sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia. 

3. Kompetensi petugas yang menangani sampel KLB Keracunan Pangan. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk tetap dapat mencapai target kinerja pada triwulan selanjutnya, diperlukan 

upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain:  
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1. Meningkatkan kompetensi dalam menangani KLB KP dengan menugaskan Katim 

Pengujian Pangan dan Penyelia Mikrobiologi mengikuti Bimbingan Teknis 

Penanganan KLB Keracunan Pangan yang diadakan oleh BPOM pada tanggal 9-11 

Juli 2025 secara daring. 

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi agar informasi Penanganan KLB KP sesuai 

standar sesuai tugas Lintas Sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BPOM. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan/Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti hasil pengujian terhadap 

sampel KLB keracunan pangan untuk mencegah kasus serupa terjadi dimasa yang akan 

datang. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya Balai Besar POM di Banda Aceh juga 

menjadi informasi yang sangat bermanfaat agar capaian terhadap indikator ini dapat 

selalu terpenuhi apabila terdapat sampel KLB Keracunan Pangan. Informasi 

epidemiologi yang jelas sangat diperlukan agar sampel KLB KP dapat diuji sesuai 

dengan standar yang ditetapkan karena minimnya informasi kajian epidemiologi 

dapat menyulitkan dalam penetapan parameter pengujian. Selain itu koordinasi lintas 

sektor khususnya Dinas Kesehatan harus terjalin baik untuk percepatan penanganan 

sampel dan dan pencegahan terjadinya KLB. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar 

POM di Banda Aceh khususnya sampel KLB Keracunan Pangan yang utama adalah 

terkait koordinasi dengan DInas Kesehatan Kabupaten/Kota agar sampel yang 

dikirimkan sudah memenuhi unsur penetapan KLB dan masih layak untuk dilakukan 

pengujian, sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala lain yang mungkin 

timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan memenuhi target yang 

ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih 

baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Sampai 

saat ini, resiko yang mungkin menghambat pencapaian indikator ini masih dapat 

dikendalikan dengan efektif. 
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5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 17. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti  
sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target TW II 

(%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85.00 87.5 102.94 Sangat Baik 

 

Pada indikator ini, sampel PIRT yang disampling mengacu pada Peraturan BPOM 

Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen 

Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan. 

Penetapan proporsi per kategori untuk PIRT yang disampling ditentukan dengan risk-

based bersama pakar sebagaimana telah dilakukan untuk pangan MD/ML, 

berdasarkan beberapa aspek: 

1. PIRT yang beredar, dimana sampling dilakukan dengan mempertimbangkan 

peredaran produk yang akan dikonsumsi masyarakat.  

2. Potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan yang rentan terhadap 

kontaminasi bakteri patogen, seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pengolahan 

yang tidak higienis atau penyimpanan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko 

ini.  

3. Rekam jejak temuan produk Tidak Memenuhi Syarat Rekam dimana merupakan 

pendekatan spesifik di masing-masing wilayah. Rekam jejak temuan ini 

mengidentifikasi produk yang memiliki potensi risiko lebih tinggi. Data yang 

digunakan pada kategori ini mengacu pada data rekam jejak pengujian nasional.  

4. Produk yang berpotensi dengan BTP maksimum level BTP adalah zat yang 

ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti pengawetan, 

penambah rasa, atau pewarna. Pada produk PIRT penggunaan BTP seringkali 

dilakukan tanpa penimbangan sehingga berpotensi melebihi batas maksimum 

yang telah ditetapkan.  

5. Potensi penggunaan Bahan Berbahaya/Bahan yang tidak diizinkan pada pangan 

Potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan digunakan 
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pada pangan merupakan isu dalam keamanan pangan, terutama untuk produk 

PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Penggunaan bahan berbahaya dalam 

pangan, contohnya penambahan formalin pada produk perikanan, sedangkan 

untuk bahan yang tidak diizinkan pada pangan contohnya penggunaan bahan 

kimia obat (BKO) pada produk kopi. 

6. Potensi terhadap target konsumen tertentu Potensi terhadap konsumen tertentu 

dimaksudkan pada produk PIRT yang dikonsumsi untuk kalangan usia yang rentan, 

contohnya untuk produk dalam kategori pangan gula, kembang gula/ permen dan 

coklat seringkali dikonsumsi oleh konsumen anak-anak.  

 

Hingga TW III, telah dilakukan sampling pangan PIRT berbasis risiko sebanyak 28 

sampel dan sebanyak 21 sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Sampel yang 

masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling yang 

telah selesai dilaporkan ke pusat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan 

persentase sebesar 87.50% dari target 85%. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 18. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi TW 

III (%) 
Capaian TW 

II (%) 
Capaian TW 

III (%) 

Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

87.50 87.50 
 

103.74 103.74 

 

Realisasi TW II sama dengan realisasi TW III tetapi lebih rendah dibandingkan 

dengan TW I dengan realisasi 88.18%, Realisasi TW III sama dengan TW II dikarenakan 

indikator ini telah diselesaikan seluruhnya pada TW II. Penurunan realisasi 

dibandingkan TW I dikarenakan waktu pengambilan sampel yang tidak sesuai 

ketentuan dan penurunan pada ketepatan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil 

evaluasi oleh tim pusat. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 19. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja Target 2025 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Kategori 

Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85.00 87.50 102.94 Tercapai/ 
Melampaui 

 

Realisasi Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik. 

Pemenuhan setiap tahapan untuk pencapaian indikator ini harus selalu dilakukan 

monitoring dan evaluasi yang efektif. Untuk itu perlu komitmen dan strategi yang lebih 

baik lagi agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mempertahankan dan 

memenuhi target 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW II. Target awal 

DIPA untuk sampel PIRT berisiko adalah sebanyak 28 sampel dan telah disampling dan 

telah diuji seluruhnya. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait 

kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kadaluarsa untuk menentukan 

apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Sampling 

produk PIRT yang dilakukan tidak terbatas pada produk PIRT yang diproduksi dari 

wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, tetapi juga produk PIRT dari wilayah lain 

yang banyak beredar di wilayah Balai Besar POM di Banda Aceh.  

Berdasarkan data evaluasi tim pusat, ketepatan waktu pengambilan sampel tidak 

memenuhi bobot maksimal yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 39,29% dimana 11 

sampel yang disampling pada TW I dibandingkan dengan target setahun sebanyak 28 

sampel. Sebanyak 16 sampel yang disampling selama TW II sudah tidak dihitung masuk 

dalam ketepatan waktu pengambilan sampel. dikarenakan seharusnya seluruh sampel 

PIRT sebanyak 28 sampel sudah harus selesai disampling pada TW I, tetapi pada TW I 

terjadi efisiensi anggaran sehingga hanya 11 sampel yang tersampling pada bulan 
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Januari, sedangkan pada Februari dan Maret sudah tidak dilakukan sampling produk 

PIRT. Sampling yang dilakukan terhadap produk PIRT tidak terbatas pada wilayah kota 

Banda Aceh tetapi juga dilakukan sampling dari kabupaten/kota lainnya di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Berdasarkan Surat dari Plt. Direktorat 

Pengawasan Peredaran Pangan Olahan no T PW.04.03.54.07.25.1104 tanggal 2 Juli 

2025 mengenai Evaluasi Pengawasan PIRT TW I TA 2025 Balai Besar POM di Banda 

Aceh terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi Kelengkapan Parameter Uji dan 2 

sampel yang tidak Memenuhi Pengujian sesuai Pedoman Sampling (1 sampel tidak 

lengkap Parameter Uji dan 1 sampel salah Kategori Sampel). Karena jumlah ini 

akumulasi, maka sampai dengan TW II untuk Kelengkapan Parameter Uji yang 

memenuhi adalah 27 sampel dan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan adalah 26 

sampel. Untuk Ketepatan waktu pelaporan yaitu, maksimal tanggal 15 bulan 

berikutnya pada TW II sampel yang telah selesai uji sebanyak 28 sampel dengan 

ketepatan waktu Pelaporan ada 16 sampel.  

Adapun kendala pada penyelesaian pengujian sampel adalah: 

1. Antrian waktu pengujian Mikrobiologi untuk sampel bulan April dan Mei karena 

pengujian mikro mengutamakan uji OBASKK dan Kos untuk mencapai 15 HK.  

2. Pengujian Mikrobiologi Pangan dilakukan 5 plo sehingga membutuhkan alat gelas 

dan alat yang lebih banyak dan antri pada penggunaan inkubator. 

3. Antrian HPLC karena di Lab. Kimia ada 3 HPLC, tapi 1 HPLC rusak dan perlu 

perbaikan.  

Hingga TW III hanya terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil 

pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut telah diberikan 

kepada unit pelaksana Teknis di Tangerang dikarenakan produk PIRT yang TMS 

merupakan produksi dari sarana PIRT yang berada di wilayah kerja UPT Tangerang. 

Koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

mendapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan juga telah 

dilakukan dengan memberi informasi terkait sampel PIRT yang telah disampling oleh 

Balai Besar POM di Banda Aceh agar tidak dilakukan sampling ulang oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat dana untuk sampling dan uji produk PIRT. 
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain: 

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan 

buka blokir anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi. 

2. Koordinasi tim pemeriksaan dengan tim penguji terkait ketersediaan sumber daya 

termasuk reagen dan peralatan untuk menghindari sampel tidak dapat diuji sesuai 

ketentuan pada Pedoman Sampling. 

3. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium 

maksimal 5 hari kerja terhitung dari waktu sampling dilakukan oleh petugas. 

4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang 

telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan. 

5. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari 

ketepatan pemilihan Kategori sampel. 

6. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar 

Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling. 

7. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan 

upaya- upaya peningkatan antara lain:  

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan dalam melakukan sampling sesuai 

waktu yang telah ditetapkan. 

2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara tim pemeriksaan dan 

pengujian sampling PIRT untuk menghindari sampel yang tidak dapat diuji sesuai 

pedoman, serta mengurangi kesalahan dalam penetapan parameter pengujian 

dan pengambilan kesimpulan. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja 

Sampel PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian hingga TW III terdapat 

1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat hasil uji mikrobiologi. Tidak terdapat sampel 
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PIRT yang disampling tidak memiliki izin edar, rusak, maupun kadaluarsa. TIndak lanjut 

terhadap sampel TMS telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan UPT terkait 

dimana sarana produksi produk PIRT tersebut berada, dan akan dipantau tindak 

lanjutnya kembali. Koordinasi dengan lintas sektor terkait sampling produk PIRT dan 

pembinaan sarana produksi PIRT juga terus dilakukan agar produk-produk PIRT yang 

beredar dimasyarakat merupakan produk yang aman dan bermutu. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Selama TW III, pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian produk PIRT 

pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh terutama berhubungan dengan 

operasional baik mengenai sarana prasarana, perencanaan, maupun pelaporan secara 

terpadu melalui SIPT. Resiko yang teridentifikasi telah dimitigasi dengan efektif 

sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga 

indikator kinerja ini dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan 

risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah 

terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. 

 

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 20. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

Indikator Kinerja 
Target TW III 

(%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan yang ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

83.3 85.16 102.23 Sangat Baik 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus: 
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Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang 

diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi 

obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana 

produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi 

Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang 

dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan 

antara lain pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan 

usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) 

dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, 

maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). 

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, 

peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau 

tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan 

makanan, saranan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), 

hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil 

pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut 

adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar 

penertiban keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan 

pedoman tindak lanjut pengawasan.  

Selama triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan 

rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 70 

surat rekomendasi.  Dari surat yang diterbitkan sebanyak 69 pelaku usaha dan lintas 

sektor yang memberikan respon tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 
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kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 102.23% dengan 

kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 21. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi 
TW II (%) 

Realisasi 
TW III (%) 

Capaian TW 
II (%) 

Capaian TW 
III (%) 

Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

80.63 85.16 
 

103.37 102.23 

 
Realisasi triwulan III meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan II, 

sedangkan capaian triwulan III lebih rendah dibandingkan capaian triwulan II. Hal ini 

dikarenakan terdapat perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja pada akhir 

Juni 2025 dengan biro perencanaan dan unit pengampu terkait pengusulan revisi 

untuk perubahan target tahun 2025.  Selama Januari - Juli target bersifat akumulatif 

sedangkan mulai dari Agustus hingga akhir tahun target menjadi flat dengan nilai 83.3 

%, sehingga terjadi penurunan capaian pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan 

II namun masih dalam kategori sangat baik.  

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 22. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang  

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

Indikator Kinerja 
Target 

2025 (%) 
Realisasi 

TW III 2025 (%) 
Capaian (%) Kategori 

Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

83.3 85.16 102.23 Tercapai/ 
Melampau  
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Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi 

dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan III tahun 2025 sudah 

mencapai dan melewati target tahun 2025. Capaian indikator kinerja persentase 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 102.23%. Berdasarkan capaian tersebut Balai 

Besar POM di Banda Aceh optimis tetap dapat mencapai target tahun 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah 

mencapai target yang ditetapkan pada triwulan III. Stakeholder atau pemangku 

kepentingan yang dimaksud pada indikator ini terdiri dari pelaku usaha dan lintas 

sektor. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 

meliputi sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian, obat tradisional dan suplemen 

kesehatan, kosmetik, produksi dan distribusi pangan olahan. Sampai dengan triwulan 

III jumlah surat yang dikirimkan kepada pelaku usaha sarana sediaan farmasi dan 

pangan olahan sebanyak 154 surat (komoditi obat 95 surat; obat tradisional dan 

suplemen kesehatan 2 surat; kosmetik 35 surat; produksi pangan olahan 22 surat) dan 

ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 132 surat (komoditi obat 89 surat; obat 

tradisional dan suplemen kesehatan 2 surat; kosmetik 34 surat; produksi pangan 

olahan 7 surat). Beberapa pelaku usaha tidak dapat dihubungi pada saat 

menyampaikan surat tindak lanjut dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan 

penanggung jawab dalam membuat CAPA sehingga membutuhkan waktu yang lama 

untuk menindaklanjuti permintaan CAPA. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan 

menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara 

intensif dengan cara menghubungi melalui WA. Pada sarana produksi, komunikasi 

aktif akan terus dilakukan petugas dengan pelaku usaha agar dapat mengetahui 

kendala dan kemajuan pembuatan CAPA serta memberikan bimbingan pembuatan 

CAPA secara intensif komunikasi melalui whatsapp dan telepon maupun tatap muka 

langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh. 
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Monitoring terkait pembuatan CAPA kepada setiap APJ sarana yang mendapatkan 

surat TL melalui WA, telepon maupun email setelah 1 minggu surat diterima sarana. 

Keputusan hasil inspeksi sarana distribusi makanan, kosmetika dan Obat Bahan Alam 

dan Suplemen Kesehatan dilakukan pembuatan penyelesaian CAPA di sarana langsung 

dengan melengkapi dokumen tindak lanjut dengan Berita Acara Pemusnahan, Berita 

Acara Serah Terima, Surat Pernyataan dan Lembaran Penilaian CAPA. Sehingga 

capaian persentase keputusan hasil inspeksi untuk sarana distribusi ini bisa 

diupayakan dengan optimal. 

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 

yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sampai dengan triwulan III sebanyak 11 surat 

yang ditindaklanjuti dari total 13 surat yang dikirim oleh petugas Balai Besar POM di 

Banda Aceh kepada instansi terkait sarana sediaan farmasi komoditi obat dan pangan. 

Pimpinan instansi terkait lama memberikan respon terhadap surat tindak lanjut yang 

dikirim. Untuk dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap 

indikator ini petugas akan melakukan komunikasi aktif dan intensif dengan lintas 

sektor/instansi terkait baik kepada pimpinan maupun tim teknis secara formal 

maupun informal agar capaian indikator ini tercapai dan meningkat. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah: 

1. Pendampingan pembuatan CAPA pelaku usaha secara intensif komunikasi melalui 

Whatsapp dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM 

di Banda Aceh. 

2. Monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap 

rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah 

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang 

diberikan melalui menghubungi atau mendatangi sarana yang akan diberikan 

surat tindak lanjut. 
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3. Advokasi dan koordinasi berkesinambungan kepada lintas sektor secara intensif 

baik kepada pimpinan atau tim teknis untuk meningkatkan komitmen dalam 

menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan terkait hasil pengawasan sarana 

maupun produk di kabupaten/kota terkait. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan 

upaya- upaya peningkatan antara lain:  

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan untuk menghubungi sarana yang 

diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui whatsapp/telepon. 

2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi 

whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor. 

3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara petugas dengan lintas sektor 

instansi terkait. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2025, pencapaian indikator 

ini telah tercapai sesuai target triwulan III. Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan 

tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum 

ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif 

untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif. Dengan 

meningkatnya capaian indikator ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelaku 

usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, demikian juga dengan lintas sektor, 

dengan koordinasi yang baik diharapkan kedepannya semakin aktif dalam 

menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan obat dan 

makanan. Komunikasi aktif pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yang 

semakin baik diharapkan tetap dapat dipertahankan agar Indikator ini tetap dapat 

dicapai pada akhir tahun 2025. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 
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Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target dengan kategori baik sebesar 

102.23%, yang mana mencerminkan bahwa risiko - risiko yang ada pada indikator ini 

telah dikendalikan dengan efektif. Faktor risiko eksternal terkait kurangnya kepatuhan 

pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan telah dikendalikan dengan 

memberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam 

menindaklanjuti CAPA dikendalikan dengan pemberian bimbingan pembuatan CAPA, 

serta peran petugas yang aktif dalam melakukan monitoring pelaku usaha dan lintas 

sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi telah dimitigasi dengan baik. 

Kemungkinan risiko ini akan muncul kedepannya tetaplah ada, walaupun demikian, 

berbagai strategi dan upaya pengendalian yang lebih efektif juga akan dilakukan agar 

resiko-resiko akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam 

menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dapat diminimalisir. 

 

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 23. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target 

TW III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

95.00 100 105.26 Sangat 
Baik 

 

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan terdiri dari perhitungan:  
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Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut 

= rata-rata persentase sub aspek 1-6 

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut 

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut 

3) Kesesuaian format laporan inspeksi 

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT 

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi 

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan 

inspeksi 

 

Persentase Sarprod OBA dan SK = A+B+C+D / 4 

Keterangan: 

 

a. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana 

 

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen 

A dan B. 

Persentase Sarprod Kosmetik = A+B+C+D / 4 

Keterangan: 
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Sarana produksi (sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi sarana produksi Obat, 

Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, 

Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); Sarana produksi Obat Bahan 

Alam dan Suplemen Kesehatan yaitu yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, 

produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan 

dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan 

alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 

industri suplemen kesehatan; dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik 

golongan A dan industri kosmetik golongan B. 

Proses diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari 

perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil 

pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan 

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan 

pada pedoman dan SOP terkait.  

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bertujuan untuk memastikan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

serta penerapan cara produksi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan 

kosmetik yang baik dan konsisten dilakukan sehingga menghasilkan produk yang aman 

dan berkualitas. 

Selama triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi 

sediaan farmasi pada sarana produksi kosmetik sebanyak 4 sarana. Semua sarana yang 
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diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

Persentase realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100% dari target 93%. Dengan 

demikian capaian persentase pada indikator ini di wilayah kerja Balai Besar POM di 

Banda Aceh telah mencapai target yaitu 105.26 dengan kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 24. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi 
TW II (%) 

Realisasi TW 
III (%) 

Capaian TW II 
(%) 

Capaian TW III 
(%) 

Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

100 100 
 

107.53 105.26 

 

Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II yaitu sebesar 100%, sedangkan 

capaian triwulan III lebih rendah dibandingkan capaian triwulan II. Hal ini dikarenakan 

terdapat perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja pada akhir Juni 2025 

dengan biro perencanaan dan unit pengampu terkait pengusulan revisi untuk 

perubahan target tahun 2025. Kenaikan target dari awal 93% menjadi 95% agar 

capaian yang diperoleh dapat masuk dalam kategori yang dapat disimpulkan, sehingga 

terjadi penurunan capaian pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan II namun 

masih dalam kategori sangat baik.  

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 25.Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95.00 100 105.26 Tercapai / 
Melampaui 
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Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target renstra 

tahun 2025 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian masih 

diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar target tahun 2025 tetap 

tercapai. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan III.  Sarana 

produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh hanya 

terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan kosmetik. Pemilihan sarana produksi 

yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko 

yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak 

memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi 

yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah 

diperiksa.  

Selama triwulan III tahun 2025, sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa 

hanya sarana obat bahan alam sebanyak 4 sarana yang telah dilaporkan melalui 

pelaporan terpadu SIPT. Sarana produksi Obat Bahan Alam yang diperiksa merupakan 

sarana yang terletak di Bireuen, Pidie Jaya dan Banda Aceh yaitu sarana UMOT (Usaha 

Mikro Obat Tradisional) dan sarana UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional). Hasil 

pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yaitu keempat sarana dengan hasil 

Memenuhi Ketentuan. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan 

alam yaitu dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan 

kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 

sarana dengan penanggung jawab telah mengundurkan diri. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 
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Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan III yang menunjang 

pencapaian indikator kinerja ini antara lain:  

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan 

analisis resiko. 

2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam berupa sarana 

UMOT dan sarana UKOT. 

3. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana 

produksi sediaan farmasi terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian 

tindak lanjut sesuai ketentuan. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan 

upaya- upaya peningkatan antara lain:  

1. Melakukan koordinasi dengan tim sertifikasi dan pendataan sarana produksi 

sediaan farmasi komoditi Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang masih aktif dan 

tidak aktif. 

2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW IV sesuai dengan 

analisis resiko dan ketentuan yang berlaku. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2025, pencapaian indikator 

persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan telah mencapai target dengan capaian 105.26%. Seluruh tahapan terkait 

pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan 

dan waktu yang ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan 

monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta 

didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini 

tetap dapat dicapai. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 
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Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik 

yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku 

usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan 

wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang 

memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta 

integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun 

demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi 

sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul 

pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan 

dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan 

pengendalian yang lebih efektif kembali. 

 

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 26. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target TW III 

(%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.00 100 109.89 Sangat Baik 

 

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:   

 

Sarana produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan baik 

yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD dan juga izin edar IRTP. 

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana 

produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan regulasi perundang-undangan, 

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil 

pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 
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1. Ketepatan waktu pelaporan  

2. Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan  

3. Kesesuaian grading 

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap 

pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, 

berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk 

pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.  

Hingga TW III, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan MD 

yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Sebanyak 27 sarana yang diperiksa 

telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 

sebesar 100% dari target 91%, sehingga capaian indikator ini sebesar 109,89% dengan 

kategori Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 27. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi TW 

III (%) 
Capaian TW 

II (%) 
Capaian TW 

III (%) 

Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

100 100 
 

117.65 109.89 

 
Realisasi triwulan II dan triwulan III sama yaitu sebesar 100%, sedangkan capaian 

TW III lebih rendah dibandingkan capaian TW II. Hal ini dikarenakan terdapat 

perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja sesuai hasil kesepakatan desk pada 

akhir Juni 2025 dengan biro perencanaan dan unit pengampu terkait pengusulan revisi 

untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam 

kategori yang dapat disimpulkan, sehingga terjadi penurunan capaian pada TW III 

dibanding TW II namun masuk kategori Sangat Baik. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 
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Table 28. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91.00 100 109.89 
 

Tercapai/ 
Melampaui 

 
 

 

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk TW III sudah memenuhi target tahun 2025 

dengan capaian sebesar 109.89%. Monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan agar 

realisasi maksimal ini tetap dapat diperoleh sehingga akhir tahun. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif yang telah dilakukan 

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk TW III.  Target sarana 

produksi pangan olahan yang dilaksanakan selama TW II sudah merupakan target 

semula untuk setahun sebanyak 44 sarana produksi. Pemilihan target sarana 

produksi pangan olahan berdasarkan riwayat hasil pemeriksaan sarana, sarana yang 

belum pernah diperiksa, dan juga sarana yang diperoleh informasi terkait aktivitas 

sarana produksi pangan olahan baik tutup, pindah alamat, hasil uji TMS ataupun 

pengaduan masyarakat.  

Hingga TW III telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

sebanyak 24 sarana produksi pangan olahan MD dan 3 sarana produksi PIRT yang 

telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT dengan tepat waktu sebelum 

tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi 

Pangan Olahan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022. Hasil pemeriksaan dari 27 

sarana yang diperiksa yaitu 12 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, 9 sarana produksi 

Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 sarana direkomendasikan pencabutan izin karena 

tidak sudah pindah alamat dan tidak beroperasional. Hasil pemeriksaan juga telah 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan sarana produksi pangan 

olahan yaitu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 
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tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan dimana untuk sarana TMK dengan rating C/D diberikan sanksi 

administratif berupa Peringatan, dan untuk sarana MK dengan rating B diberikan 

tindak lanjut berupa permintaan CAPA hasil pemeriksaan. Pemberian tindak lanjut 

sesuai pedoman kepada pelaku usaha produksi pangan olahan ini bertujuan untuk 

memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku serta pemenuhan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik 

secara konsisten dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. 

Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan 

menjadi kunci utama dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama TW III yang menunjang 

pencapaian indikator kinerja ini antara lain:  

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan 

analisis resiko. 

2. Percepatan penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan sarana 

3. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana 

produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian 

tindak lanjut sesuai ketentuan. 

4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

baik secara mandiri melalui Ideas dan terpadu oleh pusat yaitu pelatihan Food 

Inspektur di TW I dan II. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada 

triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:  

1. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, 

melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman. 
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2. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana 

produksi. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan dan berdasarkan analisis resiko. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah 

mencapai target yang ditetapkan. Dari laporan kinerja sebelumnya diperoleh 

informasi bahwa capaian TW I dan TW II berada pada kategori Tidak Dapat 

Disimpulkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengusulan kenaikan target agar 

capaian masuk dalam kategori Sangat Baik dan tetap dapat dicapai hingga akhir tahun. 

Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan TMK berupa tindak lanjut sanksi 

administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. 

Seluruh tahapan proses terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah 

dilaksanakan sesuai ketentuan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut 

dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta 

didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini 

tetap dapat dicapai. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik 

yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku 

usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan 

wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang 

memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta 

integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun 

demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi 

pangan olahan akan semakin menantang, pelaku usaha UMK semakin banyak yang 

memproduksi produk risiko rendah dengan kemudahan pengurusan izin edar OSS 

RBA berupa evaluasi dokumen dan audit lapangan dilakukan satu tahun setelah izin 

terbit akan menjadi tantangan kembali untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha 

dalam memproduksi pangan olahan yang aman dan bermutu. Risiko - risiko lain yang 
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mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah 

masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan 

tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali. 

 

9.  Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 29. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja Target TW 
III (%) 

Realisasi 
 (%) 

Capaian 
(%) 

Kategori 

Persentase fasilitas distribusi 
Sediaan Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

96.75 99.86 103.21 Sangat Baik 

 

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan 

rumus = 

(A+B+C)/3 

 

Keterangan: 

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

=
𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 (𝑎) + 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡 (𝑏) 

2
𝑥100% 

a) Pemenuhan target pemeriksaan ditunjukkan untuk menilai pemenuhan 

kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT dengan rumus (A/B) dimana A 

merupakan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang 

telah  diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total 

fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah  diperiksa pada 

periode tahun berjalan x 100% dan B merupakan jumlah total fasilitas yang 

memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan 
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ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan 

obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan. 

b) Kesesuaian Tindak Lanjut, kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan 

oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP 

Makro Pengawasan, diperoleh dengan rumus: 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎
𝑥 100% 

Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

= (a+b+c+d)/4 

Keterangan: 

 

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

= (a+b+c+d)/4 

Keterangan: 
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Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki 

kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: 

 Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi 

Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian; 

 Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, 

Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang 

terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen 

kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, 

dan pengecer; 

 Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu 

fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.  

 

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang 

diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah 

diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan 

penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan 

penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan 

ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, 

pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 
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pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi 

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman 

tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. 

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh 

meliputi sarana distribusi obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, 

kosmetik, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, 

puskesmas, toko obat berizin). Pemilihan sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi 

yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu 

diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi 

ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak 

diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.  

Selama triwulan III, telah dilakukan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi 

sebanyak 217 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Semua sarana 

yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 

sehingga realisasi triwulan III sebesar 99.86% dari target 96.75%. Dengan demikian 

capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 

103.21% dengan kategori sangat baik.  

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 30. Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi 
TW III (%) 

Capaian TW II 
(%) 

Capaian TW III 
(%) 

Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

99.72 99.86 
 

103.07 103.21 

 

Realisasi dan capaian triwulan III meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan 

II. Pencapaian indikator ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

Komitmen dari petugas untuk terus melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan 
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farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan akan terus ditingkatkan sehingga 

indikator kinerja ini tercapai sesuai target tahun 2025. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 31. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target 

Tahun 2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase fasilitas distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96.75 99.86 103.21 
 

Tercapai/ 

Melampaui 

 

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan triwulan III sudah memenuhi target tahun 2025 dengan capaian sebesar 

103.21%. Petugas Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan 

strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga indikator persentase fasilitas 

distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu ini dapat 

dicapai hingga kinerja akhir tahun 2025. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan III dengan kriteria 

sangat baik. Selama triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 

fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 217 sarana. Lokasi pemeriksaan selama 

triwulan III tidak hanya berada di daerah kota Banda Aceh, namun dilakukan juga ke 

Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemeriksaan 

sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas pemeriksaan pada PBF 

sebanyak 5 sarana, pemeriksaan pada apotek sebanyak 44 sarana, pemeriksaan pada 

toko obat sebanyak 4 sarana, pemeriksaan pada Instalasi Farmasi 

Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 8 sarana, pemeriksaan pada rumah sakit sebanyak 

12 sarana, pemeriksaan pada puskesmas sebanyak 17 sarana dengan hasil sarana dan 

pemeriksaan pada klinik sebanyak 15 sarana. Masih terdapat sarana distribusi obat 
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dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan sarana melakukan 

pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat 

narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, 

pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat 

menurunkan mutu produk. 

Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan 

kosmetik selama triwulan III telah dilakukan terhadap 113 sarana yang tidak hanya di 

daerah Kota Banda Aceh namun berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda 

Aceh. Pemeriksaan pada sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 17 sarana, 

pemeriksaan pada sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana, 

pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 93 sarana. Sarana distribusi 

yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik 

disebabkan masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar karena tren kosmetik 

kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-

sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM 

di Banda Aceh. 

Selama triwulan III seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan 

berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif dan akan menjadi 

prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada 

rencana pemeriksaan tahun berikutnya.  

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan 

dengan kategori sangat baik capaian sebesar 103.21%. Walaupun demikian, masih 

sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian 

persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, 

monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan 

dalam pencapaian indikator ini. 
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja 

indikator ini antara lain: 

1. Pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai dengan 

perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan. 

2. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu (petugas pengawas obat 

melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar) terkait pengawasan sarana 

dan ketentuan tindak lanjut yang sesuai. 

3. Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan 

tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu timeline. 

4. Komitmen petugas pengawas fasilitas distribusi sediaan farmasi untuk melakukan 

pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat 

waktu sesuai timeline melalui SIPT dan defisini operasional (DO). 

 

f. Upaya penigkatan kinerja 

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada 

triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:  

1. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai perencanaan. 

2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, 

melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman. 

3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan fasilitas 

distribusi sediaan farmasi secara berkelanjutan. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Pencapaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 103.21%, dengan demikian 

seluruh proses terkait pemeriksaan distribusi fasilitas sediaan farmasi sudah 

ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi 

fasilitas sediaan farmasi TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan 

perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA dari pelaku usaha oleh petugas Balai Besar POM 

di Banda Aceh. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring 
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terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung 

dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat 

dicapai. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik 

yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku 

usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Seperti adanya penolakan oleh 

pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan 

melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi 

petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. 

Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko 

Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan 

menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, 

penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti 

terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait 

pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - 

risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring 

keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada 

atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali. 

 

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 32. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target 

TW III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.00 100 109.89 Sangat 
Baik 
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Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:  

A + B + C 

Keterangan:  

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 

100%)   

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang 

diperiksa) x 100%) 

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana 

yang diperiksa) x 100%) 

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, 

penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan 

Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan 

tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti 

pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, 

meliputi: 

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa. 

2. Ketepatan waktu pelaporan. 

3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang 

diberikan setelah pemeriksaan sarana). 

Pemilihan sarana distribusi pangan olahan yang akan dilakukan pemeriksaan 

didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi 

dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan 

dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum 

pernah diperiksa. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pengawasan 

yaitu sarana retail modern, sarana retail tradisional, dan distributor pangan, 

sedangkan untuk sarana importir pangan belum menjadi target pemeriksaan karena 

tidak ada importir pangan aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. 
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Hingga TW III, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan 

sebanyak 80 sarana dari target 107 sarana selama setahun dan seluruhnya telah 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan peredaran pangan olahan 

sehingga realisasi TW III sebesar 100% dari target 91%. Dengan demikian capaian 

persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 109.89% dengan kategori 

Sangat Baik.  

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW III tahun 2025 dengan triwulan 

sebelumnya 

Table 33.Perbandingan realisasi TW III dengan triwulan sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi TW 

II (%) 
Realisasi 
TW III (%) 

Capaian TW II 
(%) 

Capaian TW III 
(%) 

Persentase sarana 
distribusi Pangan Olahan 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

100 100 
 

117.65 109.89 

 

Realisasi triwulan II dan triwulan III sama yaitu sebesar 100%, sedangkan capaian 

TW III lebih rendah dibandingkan capaian TW II. Hal ini dikarenakan terdapat 

perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja sesuai hasil kesepakatan desk pada 

akhir Juni 2025 dengan biro perencanaan dan unit pengampu terkait pengusulan revisi 

untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam 

kategori yang dapat disimpulkan, sehingga terjadi penurunan capaian pada TW III 

dibandingkan dengan TW II namun masuk kategori Sangat Baik. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025 

Table 34. Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan target tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target 

2025 (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91.00 100 109.89 Tercapai/ 
Melampaui 
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Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 yaitu dengan 

kategori Tercapai/Melampaui. Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan 

peningkatan strategi dalam pengawasan dengan monitoring dan evaluasi yang lebih 

efektif agar target tahun 2025 ini dapat dicapai. 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Sampai TW III tahun 2025, pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan 

telah dilakukan sebanyak 80 sarana dengan rincian 32 sarana distribusi retail 

tradisional, 42 sarana retail modern dan 6 sarana distributor pangan olahan. Dari 80 

sarana yang diperiksa terdapat 69 sarana Memenuhi Ketentuan dan 11 sarana 

distribusi pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang TMK yaitu 4 

sarana distribusi pangan retail tradisional dan 7 sarana retail modern. Seluruh sarana 

yang diperiksa ini telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT 

tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. 

Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan 

sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau 

kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya. 

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan 

dengan kategori sangat baik dengan capaian sebesar 109.89%, hal ini karena seluruh 

tahapan penilaian untuk perhitungan indikator ini telah terpenuhi dengan maksimal 

sehingga realisasi menjadi 100% dari target sebesar 91%. Walaupun demikian, masih 

sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian 

persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, 

monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan 

dalam pencapaian indikator ini. 

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 
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Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain: 

 Peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan olahan berupa Pelatihan 

Inspektur Pangan yang diadakan oleh pusat maupun pembelajaran mandiri 

melalui aplikasi IDEAS. 

 Komitmen petugas pengawas sarana distribusi pangan olahan untuk melakukan 

pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat 

waktu sesuai timeline. 

 Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan 

tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu timeline. 

 Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku 

terkait distribusi obat dan makanan. 

 

f. Upaya peningkatan kinerja 

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada 

triwulan selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:  

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan 

2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, 

melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman. 

3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana 

produksi. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Pencapaian indikator ini telah melampaui target untuk TW III dan juga target 

tahunan dengan capaian sebesar 109.89%. Walaupun sudah mencapai target tahun 

2025, tetapi tantangan untuk pemenuhan ketentuan terhadap pencapaian indikator 

ini tetap harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pembinaan 

berkelanjutan kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan juga sangat diperlukan, 

dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan. Untuk itu masih sangat 

diperlukan berbagai upaya yang untuk mempertahankan capaian ini dengan tetap 
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rutin melakukan monitoring evaluasi serta komitmen dari petugas dalam melakukan 

pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai ketentuan. 

 

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja 

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai untuk target TW III tahun 2025 

dengan kategori sangat baik. Berbagai risiko yang mungkin muncul dan risiko yang juga 

telah terjadi dapat dikendalikan dengan efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku 

usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan 

komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui 

bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Resiko fraud seperti 

adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan serta gratifikasi telah dimitigasi dengan 

sosialisasi sanksi yang akan diterima apabila risiko fraud terjadi. Pemberian tindak 

lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha 

yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko-risiko yang menghambat 

pencapaian indikator ini telah dimitigasi dan akan selalu dimonitoring keefektifannya 

apakah masih sesuai dan relevan untuk kondisi yang akan datang. 

 

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 

Table 35. Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasidan Pangan Olahan  

yang diawasi sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja 
Target TW 

III (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
Kategori 

Persentase iklan sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang diawasi 
sesuai ketentuan 

89.8 98.74 109.96 Sangat Baik 

 

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan dengan rumus = (A+B+C+D+E)/5 

Keterangan: 
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